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ABSTRAK

Nama :  Rian Hidayat
Program Studi:  Ilmu Hukum
Judul :Anaisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait

Persetujuan Perpanjangan Give Away Hgji oleh PT Garuda
Indonesia (Persero) kepada PT Gaya Bella Diantama dan PT
Uskarindo Prima untuk Periode tahun 2009/2010 dan periode
Tahun 2010/2011

Skripsi ini membahas 2 permasalahan. Pertama, bagaimana mekanisme
perpanjangan kontrak antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella
Diantama dan PT Uskarindo Prima sehingga dapat dikatakan telah melakukan
praktek diskriminasi dalam persaingan usaha? Kedua, apakah pertimbangan
Putusan KPPU mengena persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan Give
Away Haji antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya bella Diantama dan PT
Uskarindo Prima telah sesuai dengan doktrin dan teori hukum persaingan usaha?
Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulisan skripsi ini
bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme persetujuan perpanjangan
kontrak pengadaan give away Hai dengan aturan yang berlaku dan untuk
mengetahui kesesuaian Putusan KPPU dalam perkara persetujuan perpanjangan
Give Away Haji antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan
PT Uskarindo Prima dikaitkan dengan doktrin dan teori hukum persaingan usaha
Skripsi ini  berkesimpulan, mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak
pengadaan give away Haji yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia dengan PT
Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima tidak sesuai dengan Keppres No.
80 Tahun 2003, dimana seharusnya pengadaan diatas nilai pagu Rp. 50.000.000
harus dilaksanakan dengan pelelangan umum, namun dalam pertimbangan
putusan KPPU, PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo
Prima dinyatakan bersalah dengan pertimbangan yang tidak memahami mengenai
administrasi pengadaan tender. Pertimbangan mengena administrasi tender yang
dijabarkan dengan tidak baik tersebut menyebabkan pertimbangan yang tidak baik
juga dalam menjabarkan unsur praktek diskriminasi. sehingga praktik
diskriminasi yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella
Diantama dan PT Uskarindo Prima tidak dijabarkan dengan baik dalam
pertimbangan Majelis Komisi KPPU

Kata kunci : Mekanisme Perpanjangan Tender, Putusan KPPU, Praktik
Diskriminasi
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ABSTRACT

Name . Rian Hidayat
Study Program:  Law
Title :Anaysis on KPPU’s Verdict Regarding the Contract Renewal

between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama and
PT Uskarindo Prima in Procurement Pilgrim Give Away in
Period 0f2009/2010 and 2010/2011

The matter of discussion in this thesis would be about two main issues. First, it
discuss about how the mechanism of the contract renewal between PT Garuda
Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima can be qualified
has done the practice of discrimination. The second issue would be about the
discussion regarding the consideration of KPPU’s verdict on the contract renewal
between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo
Prima; whether it has fit with doctrine and the theory of competition law. Using
the literature research method, this thesis aiming in finding the congruity between
the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya
Bella Diantama and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away with
the ruling policy. The other aim is to find the congruity in KPPU’s verdict on the
contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama and PT
Uskarindo Primain procurement pilgrim give away and the doctrine and theory of
competition law. The conclusion of this thesis claims that the mechanism of the
contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT
Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away isn't congruence with
Keppres Number 80 Year 2003 that stated that the procurement with the value
higher than Rp50.000.000 supposed to be done with the mechanism with public
tender. Although KPPU convict PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama,
and PT Uskarindo Prima, but it didn’t base its consideration with the right reason
on public tender administration. Considerations regarding the administration of
public tender that are not well described lead to a bad consideration in describing
the elements of discrimination practice as well. In result, the discrimination
practices that have done by PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and
PT Uskarindo Prima are not well described in the consideration of KPPU
assembly.

Key Words:
Bidding renewal mechanism, KPPU’s verdict, Practice of Discrimination
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BAB |
PENDAHULUAN

ilaksanakan oleh setiap

seumur  hidup.*
i J Al-Quranu’l-
pat yang

dlteptukjn D ikan ayat

lo

‘ ndonesia sudah mﬁl al

seca‘erorangan maupl 6'1
ruti vil tahunnya

kergjaan P
enarik heti rakyat,

Belanda, %Wﬁ m
sehingga mer&e‘k bahw P india Belanda tidek menghalangi

umat Islam untuk“bmbadabm%gan keterbatasan fasilitas yang

sebenarnya kurang b an | dilakukan dengan

a masa penjajahan

1 Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji Sudi Kasus dan Telaah
Implentasi Knowledge Workers, ( Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hal .2.

2 Med Ahmad Ramali, Perjalanan Haji, (Jakarta: Tintamas, 1969), hal.147.

3 Achmad Nidjam dan Alatief hanan, Manajemen Haji Sudi Kasus dan Telaah
Implentasi Knowledge Workers, ( Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hal.7.
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kapal kongsi tiga, yaitu kapal dagang yang biasa digunakan untuk mengangkut
barang dagangan.’

Menurut Staatsblad van Nederlandsh-Indie tahun 1859, jumlah Jemaah
Haji Indonesia mencapai 12.895 (Douwes, Dick dan Nico kaptein, 1997). Karena
Jemaah Haji Indonesia terlihat terlalu banyak, akhirnya pemerintah Hindia
Belanda mulai membatasi pemberangkatan dengan mengeluarkan Ordonansi yang
berisi:

1 iliki surat keterangan dari Bupati

dana yang cukup untuk
nafkah pada

Ujian Haji,

- .
3. Letelaﬁm’.,l i ar Haji °

ji.
el
4 R
batasan dal pen akukan oleh p
9

B@ karena pemerintaﬂ eng | a Jemaah Haji yan
tang‘r memiliki jaring (vg I

padvfl%o, Bad
yang menangani W
Perjalanﬂ%ﬁﬂ ,ya ik'en
Agama, dltang‘_ &Ieh_ texi l‘S'KJ—|_Wah|d Hasyim nomor 3170

dan disusul denganSurat E@jWgWa Rl _diYogyakarta Nomor
aiii/i648.° Sejak saat inilahidengan berdasarkan legalitas.yang kuat, masalah Haji

Hindia
bali‘ ke
isme. Seiring perkembangannya,

Wa@hvn) mendirikan yayasan
ggaraan «Haji

w«Haji, yaitu Panitia_ Perbaikan

ini

rMai Kementrian

ditangani oleh pemerintah melalui Kementrian Agama yang menetapkan biaya

4 Laporan Akhir KPPU, “Evaluas Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan
Usaha Dalam Rancangan Perubahan Undang-undang No. 17 Tahun 1999 Tentag Penyelenggaraan
Haji,” laporan Akhir Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, ham. 4.

® Achmad Nidjam dan Alatief hanan, Manajemen Haji Sudi Kasus dan Telaah
Implentasi Knowledge Workers, ( Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hal.7.

® Ibid.
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perjaanan Ibadah Haji ditetapkan dalam tiga kategori, yaitu dengan kapal laut,
Haji berdikari dan Haji dengan pesawat udara.’

Pada tahun 1968, calon Jemaah Haji mulai merasakan bahwa pelayanan
perjaanan Haji yang dilakukan oleh swasta biayanya lebih mahal dibandingkan
dengan penyelenggaraan Haji oleh pemerintah. Selanjutnya, banyak Jemaah Haji
yang keberangkatannya gagal karena keterbatasan alat transportasi laut. Selain itu,
terjadi suatu peristiwa tragis pada penyelenggaraan Haji pada tahun 1974, yaitu

ketika pesawat udara Martin Air . engangkut Jemaah Haji Indonesia

mengalami kecelakaan di sebanyak 1.1.26 orang.

Kejadian tragis ‘b | g}n kut Jemaah Hgji
Indonesia ]elhm' M‘ Jabkan karena
kesalah igMat loft lei rnya pada tahun
198 ' i mengatur

bah eny garaan Ilﬂ ji
G‘B mkm [

Pemerintah Peng

U
Tah¢009 tentang P i
tentv ’S/el enggaraa%
melalui p at quoll bangan nasiona PT
Garudaﬁ ar %a\dmk Negara ini
diberikan kepere‘ ‘uk el'f Bangan Haji. dan mempunyai dua

misi yang penting dan berkaltagyat

resi din Wmor

eri ntah tanpa

2008 dan

Nomer 2

ang ‘Republik Indon
-Undang Nomor 13 Tahun 2008
-

'Qkutan Haji di Indonesia

1. Sebagal  korporasiy Garuda dituntut untuk -mampu mengelola segala
kegiatan operasionalnya’ secara bisnis ‘agar ‘mampu meraih keuntungan
serta tidak membebani keuangan negara.

" Perubahan struktur dan tata organisasi Menteri Urusan Haji dan mengalihkan tugas
penyelenggaraan haji di bawah wewenang Direktur Jenderal Urusan haji yang kemudian
ditetapkan dalam K eputusan Dirjen Urusan Haji Nomor 105 Tahun 1966.

8 Laporan Akhir KPPU, Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan

Usaha Dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Haji, ham. 8.
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2. Sebaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Garuda dituntut untuk
mel aksanakan angkutan Haji dengan harga tiket penerbangan yang murah,
namun kualitas pelayanan tetap tinggi:°

PT Garuda Indonesia dalam melakukakan jasa penerbangan Haji
bergantung pada Kementrian Agama. PT Garuda Indonesia mulai melakukan
kegiatan penerbangan Haji pada tahun 1956.*° K ementrian Agama telah menunjuk
PT Garuda Indonesia untuk melayani
116.784 Jemaah Hagji dari

Kontrak KerjaA‘<

Pada tz.2008

Persaing anggaran

terrmn ng-u omor 5 a@n 1999, di Uskarindo
Pri aya Bella

b'uktl mel gkolan tender

a penge(aan baran Give Away Haji A an tahun
H), di a d kara I telah terjadi ongkolan
hckﬁ Pada tingkat l( at ilan"Negeri Bantul gtanggal 4
v‘er 2008, PT G

|ma men

Badmk ‘ Putu jo__Eenged | T— Barat  Nomor:
002/Pdt.PIKPP KW] ‘T i' Ulkan permohonan
keberatan PT_Gaya T ‘Uskarindo Prima. Akan tetapi,

selanjutnya MajeIF§‘Hak|m 4 A@gmembatal kan Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat melalui'Putusan Nomor: 582 KIPD1.SUS/2009.%

erbangan Haji untuk kurang lebih

imana dltuangkan dalam
1HM

isi Pengawas

ga] ukan keberatan, sedangkan PT

g@'&ﬁ Negeri JakartarBarat.

°® Harliman Sumasaputra, “Penérbangan Haji PT Garuda Indonesia: Antara Mis
Pemerintah dan Misi Perusahaan, “ (Makalah yang disampaikan pada orientas Pemberitaan Haji
2001, Jakarta, 6 Agustus 2000), hal.3.

19 prospektus PT Garuda Indonesia, hal. 76.

! Ibid, hal .138.

2 pytusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Perkara Nomor : 09/KPPU-
1/2008, hal. 44.

¥ putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Perkara Nomor : 23/KPPU-
1/2010, hal. 5.
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PT Garuda Indonesia tetap melakukan perpanjangan kontrak kepada PT
Uskarindo Prima dan PT Gaya Bella Diantama pada periode tahun 2009/2010 dan
2010/2011. Selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober 2010, KPPU memutus bersalah
PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima telah
melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu
melakukan praktek diskriminasi karena Surat Keputusan menyatakan
rekanan/supplier yang dalam proses hukum dan atau sedang menjaani sanksi
ibat dalam pros&s pengadaan barang

|k ‘( dengan judul:
Jt Persetujuan

Indonesia
A: PTLUskari i

(!/2011 yan
ang graflgan Prakt no

pidana maupun perdata tidak boleh

dan/atau jasa.™*

k Periode
19 huruf d

ang NogTahun 1

zﬂ?ﬁ/
09/ dan PeriE\s

| )

«

-
akan dalam latar belakang, maka

g el \ah(“‘
anakah,.mekanisme kontrak pengadaan

1‘ okok Permasal

ﬁerda&arkan urai

oo

tar oNengan PT Gaya
Bella D| Usk lngga dapat dikatakan telah

mel akukan"'praktek dl H#Merw ngan.Usaha?

b. Apakah pertimbangan Putusan KPPU mengenai.persetujuan perpanjangan

kontrak pengadaan Give'Away. Haji antara,PT Garuda Indonesia (persero)
dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima telah sesuai

dengan doktrin dan teori hukum persaingan usaha?

14 |bid, hal .54.
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1.3  Tujuan Pendlitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan
tujuan khusus, yaitu sebagai berikut:
1). Tujuan Umum

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat mengenal
pengetahuan hukum dan memberi masukan-masukan yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas, serta untuk mengetahui dan memahami makna

dari persekongkolan usaha dan kaitaﬁgai arah diskriminasi perdagangan

panjangan
(persero)
juan

anjangan kontrak 'p

Ggy ella Diantama dan BT

da
‘ ndonesia (persero) ifido
ﬁ'imajikadi kait trin'dan teori hukum persaingan u

('R . i - H \
& ‘A\O) N " 4
1.4 Iys Opyw—.d - w
D ale‘f s‘ ihg di gunakan oleh
peneliti. Berikut thii -istilah ter : dengertiannya:

X ° PER
1. Pelaku usaharadalah seti an atau.badan usaha, baik yan

ng yang

berbentuk bWat bukan wa\ng didirikan dan
berkedudukan Wa# ilayah hukum negara
all

Republik  Indonesia,

- sendiri pun bersama-sama melaui
perjanjian, menyelenggarakan berbagal kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi .’

2. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam

menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa

> Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Mononpoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, UU No.5 Tahun 1999, LN No 33 Tahun 1999, TLN. No. 3817, Ps. 1 butir 5.
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yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha.*°

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang
dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud
untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang
bersekongkol .

Konsumen adal ah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa,

baik untuk kepentingan diri s
18

diri maupun untuk kepentingan pihak

lain.

atau B

dan/atau penggunz S pelaku usaha” ata
ompok pelak i l o

ek mMonopao ekonomi ol au
?elaku sal an_dikuasainya pro@dan/atau
’# jas \\ mbulkan

dak se apat, merugikan ‘ gan umum.?

dalah _be efjasama yang

persainga

dilakukan oleh_pe an pe saha lain dengan maksud

8 1pid, ps. 1 butir 6.
Y 1bid, ps. 1 butir 8.

8 1bid, ps. 1 butir 15.

9 1bid, ps. 1 butir 18.

% |bid, penjelasan Ps. 22.
2 1bid, ps. 1 butir 1.

2 1bid, ps. 1 butir 2
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untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang
bersekongkol. %
10.  Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau
daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa
yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. 2
11.  Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali
seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.?®

12.  Penyelenggaraan lbadah Haji ah rangkaian kegiatan pengelolaan

b| naan, pelayanan, dan

13.

15‘Jleto enelitian
L'% peneﬁany‘ang\'
eitian yun's normetif
sew{]au data yang ﬁ erol
norn‘ yang diteliti ha '1

m primer,

Mni addlah

' il kan data
afi‘k ustakaan. Pada penﬁn hukum

au d data sekunder yang mencakup

’i %"ﬁaltlan tersebut “meliputi
peneI|t| adap W : i sinkronisasi  hukum,

perbandingan T Skrips ini, penulis
mel akukan desknptlf andlitis, yang

dimaksudkan unﬁ'k memb mformas mengenai  dugaan

2 |bid, ps. 1 butir 8
# bid, ps. 1 butir 10

% |ndonesia, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No.13 Tahun 2008,
LN No. 60 Tahun 1999, TLN NO. 4845, Ps 1 butir 1.

%|bid, ps. 1 butir 2
" bid, ps. 1 butir 13

% Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984),
hal .52.

2 |bid., hal .52.
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pelanggaran Pasa 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 antara PT
Garuda Indonesia (persero) kepada PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo
Prima.

16  Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menguraikan permasalahan dan pembahasan
skripsi ini adalah sebagai berikut :
a Bab | yang pembahasannya t | atas. latar belakang permasalahan,

pokok permasal tuj ‘(a konsepsonal metode
penelitia‘n :
b. Bat]ll ' ek diskri yel enggaraan

Mng terd
e
praktek i
. 1999; (etenm

i gambaran {umu
‘ mengenal Persekon

menurut
ketentuan
-Undang No.5
g terdiri

tujuan prinsip ; ketentuan
a‘y%n erdiri dari definisi @ongkolan

‘saha pengertiar olan yang berhubungan dengan
, pendek Iﬁ@ dalam persekongkolan

&cqarwmb an Garuda,dal elenggaraan |badah

r g Thadah Haji dan
penunj\k-‘ iGar a askapai

pai yang. menyelenggarakan
transportasi haji; sen@o;nyﬁawan Ibadah.-Haji oleh kementrian
Agama.

C. Bab 111 akan menjabarkan analisis persetujuan perpanjangan kontrak Give
Away Hagji dan andisis Putusan Komis Pengawas Persaingan Usaha
terkait Persetujuan Perpanjangan Give Away Haji oleh PT Garuda
Indonesia (Persero) kepada PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo
Prima untuk Periode Tahun 2009/2010 dan Periode Tahun 2010/2011.

d. Bab IV merupakan bagian penutup dari penulisan karya ilmiah ini yang

berupa kesimpulan dari penelitian
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BAB |1
PRAKTEK DISKRIMINASI dan PENYELENGARAAN IBADAH HAJI
Hukum persaingan usaha adal um yang mengatur tentang interaksi
perusahaan atau pelaku laku perusahaan ketika
berinteraksi  di I‘ i i Qa dengan praktek

dlskrlmlnaQy.|$but ,
interaks dilakukan dil ' ' i, judul Bab IV

ﬁ: i ngga pelaku
empuﬂal kekm\ . g perlu
gu i g dalam
asaa@r diikuti

i adalah
dendtmdakan prakt yebabkan persaingan ‘usaha tidak

duw\ a. Hal yang di | 2l ad tindakan pengu
%h?ﬁ' ‘6
Uncta &sWnl sebagal. menentukan

dengan af aau persyarataan
pemasokan atau"n& aikz‘lvrelakukan praktek diskriminasi
artinya termasuk ‘menolak smee’ metakukan hubungan usaha, menolak
menyepakati syarat-syarat tertentu atau perbuatan lainydi mana pelaku usaha yang

bersangkutan langsung atau tidak |angsung.berkaitan dengan pasar bersangkutan
yang penguasaan pasarnya dikuasai-oleh petaku diskriminasi. Untuk itulah pada
bab ini, penulis akan membahas berbagai konsep hukum persaingan usaha yang

% Kurnia Toha, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, (Jakarta:
Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, 2009), hal.21.

! Knud Hansen, et al., Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak sehat, cet. 2, (Jakarta: Katalis, 2002), hal.289.

%2 |bid. hal.296.
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berkaitan dengan praktek diskriminasi sesuai dengan perkara yang akan dianalisis
oleh pendliti, yaitu mengenai persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan Give
Away Haji oleh PT Garuda Indonesia kepada PT Gaya Bella Diantama dan PT
Uskarindo Prima.

2.1  Pasar Bersangkutan
Istilah pasar bersangkutan dalan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

merupakan istilah sentral semua tata h antimonopoli. Istilah ini berasal dari

sangkutan pada dasarnya

ut terlau

episcian d

gyang ber

pasar. agar
a adalah agar
t|f agar

'kawas% berlang

t

kok permasalahan tr kutan.**
‘{alp:m suatu kajlaff indu pertama yang dllal& adalah
men‘kan pasar ber
yanvjfl perlukan

pérsaingan u

entulﬁbir&&‘

tam(r et)» Penentuan pasar bersangkutan
d‘*@@m

anti per

dapat dll&'

membatasi perilakun 35 Defi JMB‘WM bersangkutan merupakan

suatu fasilitas penting.dari a@as Marryang akurat: Pendefinisian pasar
bersangkutan yang terlalu semplt dapat, membawa,kepada hal yang tidak

batasan dari perilaku

bersangkutan maka

minan yang dapat

berhubungan dengan persaingan; dan'sebaliknya, definisi pasar bersangkutan yang
terlalu luas dapat menyamarkan permasal ahari persaingan yang sebenarnya *

#Ibid, hal .91.
¥ |bid, hal.93.
¥ KurniaToha, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal.50.

% | bid.
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Amerika Serikat menggunakan pendekatan struktur dalam Antitrust Law,
sehingga untuk menentukan pangsa pasar perlu dikaji pedoman tentang merger
yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, khususnya pada
tahun 1987 (US Departement of Justice, 1987 Mergers Guidelines). ¥ Dalam
pedoman tentang merger tahun 1987, pengukuran konsentrasi pasar yang relevan
(relevant market concentration) tidak lagi menggunakan rasio empat perusahaan
(four firm ratio) sebagaimana dalam aturan sebelumnya (Merger Guidelines
-Hirschman Index (HHI).® Berbeda
0. 5 Tahun 1999, pasar

3

dla jasa, t.* Pengertian

itu’ dimensi_joroduk cts) \yang

1968), tetapi diganti dengan Herfin

dengan Indonesia, di
bersangkutan di‘ ni jangkuan atau

u a

/gtau jasa jenis atau

er 5fdan dim (relevant

hic market) yar‘ Eerli : “berkaitan deng auan atau

%:ﬁa&aran tertentu.‘ G pasar ber&angkutané menurut

prod‘naupun pasar m geografiss akan diuraikan sebagai
I

g
s g A S

211 Ig ro
e M

P
-

menggunakan asumsi hypotmﬁal’)@mst test. Pengujian ini berusaha
mengidentifikasi serangkaian kecil produk dan produsen (pemilik produk yang

sedang diinvestigasi), di“manashypothetical’ monepolist mengendalikan pasokan
dari semua produk di dalam rangkaian tersebut yang dapat meningkatkan

% Dale A. Osterle, The Law of Mergers, Acquisitions, and Reorganizations, (Minnesota:
American Casebook Series West Publishing Co., 1991), hal.181-185.

% Johnny lbrahim, Hukum Persaingan Usaha, cet.2. (Malang: Bayumedia, 2007),
hal.252.

*Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Mononpoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, UU No.5 Tahun 1999, LN No 33 Tahun 1999, TLN. No. 3817, Ps. 1 butir 10.

“0 Kurnia Toha, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal.50.
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keuntungan dengan menaikkan harga kompetitif. Pendekatan yang mendasari tes
tersebut dapat diaplikasikan untuk mengidentifikasi pasar produk dan juga pasar
geografiss. Pendekatan ini menggunakan dasar pemikiran menaikkan harga di atas
level kompetitif. Besarnya kenaikan harga ditentukan sedemikian sehingga
nilainya cukup kecil namun signifikan (Small but Sgnificant, Non- Transitory
Increase in Price). Sehingga pengujian menggunakan hipotesis kenaikan hargaini
disebut SSNIP test.**

Pendekatan SSNIP test (Small b nificant, Non-Transitory Increase in
Price) pada intinya ing' ' aan akan mendapatkan
keuntungan jika‘n ik ini di
membuktikan .kah kkan':E
jiI;aimg kecil, dari
2l dxi w‘wbstitusi
jde substitusion) dan usi dari Sis
btitusi dari sisizkonsumen @at batasan

sebuah produk/jasa dan melihat
-

%g termasuk substitusi
A
terdekathebuWkk e u bersangkutan jika
substitusi yang {W orr iknya harga produk
relevan yang Qw@di as harga t saingan (competitive level).*®
oA ke
Dalam melihat krit‘éﬁawbstit%eﬂ’pﬁaﬁkan hal-hal.sebagai berikut:
a Sifat barang dan/atau jasa
Apabila pada suatu sifat fisk pada barang dan/atau jasa terdapat
persamaan sifat fisik suatu barang,” maka barang tersebut dari sudut
pandang pembeli dapat saling disubstitusikan dan berada dalam pasar yang
sama.

4 pid.
2 |bid., hal .52.
3 |bid., hal .51.
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b. Kegunaan dan substitusi
Barang dan/atau jasa yang disubstitusikan mempunyai kegunaan yang
sama dengan barang yang digantikan. Kegunaan tersebut haruslah terkait
dengan kegunaan utama bukan dari kegunaan marjinal.
C. Elastisitas permintaan bersilang
Uji elastisitas permintaan bersilang sebagai uji coba untuk menentukan
pasar bersangkutan. Penerapan uji coba ini berdasarkan faktor harga.
Pengujian tersebut bertujuan un enciptakan kriteria obyektif. Komisi

pasar secara faktual,
ep g lan dengan
1» ang tersebut

bell suatu

gagl kon
dengan k g karena

harga dengan b akteknya

asus erospatial e- Alenlal avilland.

b
‘omls Eropa

ﬂvat ballng-
100%.

e ﬁpﬁlﬁ
Menurutﬂt &ang
mengidentifikasi p kutan pelaku usaha yang belum

ens dua pasar berlainan untuk
-ﬁarena harganyaberbeda

A“F

‘. Y

Ul'l"rantlmonopoll Amerika, dalam

bergerak di pasar ber%ngkutan tetapi kapasitasnya memungkinkan pelaku
usaha tersebut untuk tidak mengalami kesulitan untuk segera masuk ke

pasar bersangkutan. “

Konsep substitusi dari sis permintaan terfokus pada substitusi untuk
pembeli, apakah terdapat perpindahan terhadap produk lain pada saat terjadi
peningkatan harga. Substitusi tidak harus terhadap produk yang identik sama

“ Knud Hansen, et al., Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak sehat, hal.99.
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untuk dimasukkan ke dalam pasar yang sama. Sebagian besar barang dan jasa
merupakan produk yang terdiferensiasi. Oleh sebab itu, harga dari produk ini
tidak perlu sama. Selain itu, suatu produk tidak harus menjadi substitusi langsung
untuk dimasukkan ke dalam pasar yang sama, namun dapat terjadi pada rantai
substitusi di antara produk tersebut.*

Faktor yang penting adalah apakah jumlah konsumen yang pindah tersebut
cukup besar untuk mencegah hipotetikal monopolis menetapkan harga di atas
10% akan membawa setidaknya 10-
20% konsumen berpi ,maka keuntungan dari
peningkatan har‘ i a& ‘b agi perusahaan
untuk melaku
consu derung-akan b
untu d| iri,

ber an as.;ms

h a kelo pok kon
kekuatan pasar mungkin masih

an berpi

at‘ umpulan prod;l’(%p

ﬁalam ketiad i |

d I dengan ﬁ -amcam ini munculrketika
pemasok b gan &spﬂuerh
permanen pad%/ ;(atnr ﬁ

tanpa menlmbul*k‘.
substitusi penaNa‘r’o'ln akan wlt disipliner-yang sama terhadap

level kompetitif. Faktanya jika pening

gan marginal

erubahan kecil yang

roduk yang relevan

dalam kondisi ini, potensi dari

perilaku persaingan dari perusahaan perusahaan yangterlibat.*’

Substitusi dari Sisi- produsen, jugasmempengaruhi ruang lingkup pasar
relevan, dimana jika pelaku usaha sebtuah produk tertentu mengalihkan
fasilitasnya untuk memproduksi barang substitusi jika harga naik cukup
signifikan.® Substitusi penawaran harus secara relatif cepat, karena tanpa

“*Kurnia Toha, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal.52.
* Ibid., hal .53.

" 1bid.

* Ibid.
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kecepatan efektiftasnya dalam menghambat, kekuatan pasar yang ada akan
menurun. Hal ini merupakan suatu permasalah opini mengena seberapa cepat
substitusi  penawaran harus bereaksi, untuk membedakannya dengan entry,
biasanya ditentukan oleh otoritas persaingan selama jangka waktu satu tahun.
Daam menganalisis, substitusi penawaran jangka pendek menimbulkan isu yang
sama untuk dipertimbangkan dengan membangun asums apakah perusahaan-
perusahaan akan dapat memulai memasok suatu produk dalam persaingan dengan
perusahaan lain yang sudah ada. Perbed a hanya pada waktu, yaitu kecepatan
melakukan persiapan. Ti Kti

amel akukan penilaian dari
substitusi penaw‘1 ‘

-perusah memulai atau
k4jang menj masal ahan.
u TUIi memaso

a

menjadi
entahu! dari p aIAJntuk meli ﬂsubstitusi
ungkmkan |p n S p k ppada saat ini empunyai
‘ encana untuk m ep d biaya berapa pun, ﬁ)eritahuan
ﬁan peru&ahaan u g dukutsertakan untuk menentukan
kapast

hnungkln karena kontrak

'yanjam,‘___.z A "v—-—
‘ a ‘mengenai apakah

mereka al‘ indah ke
berdifal méfighambat. 'JF

e Evauas dari_sunk cost perpmdahan tersebut;. untuk melihat apakah

dan apakeh biaya perpindahan

pemasok potensiad dapat, mulai = 'memproduksi produk yang
dipermasal ahkan tanpa membahayakaf investasi yang substansial.*

“bid., hal .54.
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2.1.2 Pasar Menurut Geografis

Pasar menurut geografiss adalah jangkauan atau daerah pemasaran
tertentu. Metode yang sama diaplikasikan untuk menentukan cakupan geografiss
dari sebuah pasar bersangkutan. Dari sisi konsumen dapat dilihat apakah
konsumen dengan mudah mendapatkan produk yang sama dari produsen di daerah
lain, sehingga pasar geografiss yang relevan merupakan wilayah di mana
substitusi permintaan dan penawaran berada. Secara definisi, pasar geografiss

merupakan suatu tingkatan di manafrantai substitusi berada di pasar dan

al pengaruhi kemampuan

upan pasar
| elastisitas

ga lintas

a %njpallsm
r yang d

ai
mg‘@puh
ﬁw untL( menentu

pembuktl an

wilayah m u pasar

y adalah jlka arga dar u pr k yang diperm bergerak
b di kedua W|Iayah‘ erakannya tidak d| kan oleh
peru‘an pada biaya t k entukan kriteria pasar geografis,

perl hatikan h

a pemwngld au|
Daerah fﬂ adr .@)a\ng dan/atau jasa
sedang I i pers \

b. Batas pasa?‘geografls,a:;g»w sfat barang dan/atau jasa yang

dipasok.

Pada praktek di“Eropa; dalan mengidentifikasi pasar geografis biaya
transportasi berperan penting, karena dari biaya tersebut dapat disimpulkan
jangkauan wilayah barang dan/atau jasa bersangkutan dipasok secara
ekonomis dan batas paling rendah yang ditentukan di Eropa serta Merger
Guidelines Department of Department of justice and the Federal Trade
Commision adalah 5%.

% | bid.
%1 | bid.
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C. Pasokan barang dan/atau jasa yang terikat tempat
Barang dan/atau jasa tertentu hanya dapat dipasok di daerah yang sempit.
d. Struktur permintaan.
Yaitu kebiasaan permintaan tertentu, kenyataan tersebut tidak disebutkan
expressis verbis, tetapi dapat dissimpulkan materinya karena daerah

pemasaran tertentu tergantung kepada permintaan yang terbatas kepada
2.2  Penguasaan P
Pengu&a‘ p

daerah tertentu.*
jadi p u‘)‘n} akan keinginan
dari  hampir .a pd Lﬁm j‘ pasar besar
bukanlavg;‘dnar pésar yang besar memiliki
e wngk euntungan )Tng;lung’k'i"‘“ leh pelaku
u elalui tindakanti e!'[ . Apabila hal
ﬁk hukum

n
teew : makﬂnunﬁia
p usaha. quu
bihnﬁelalu menjadi pérhatian
men‘asi perilaku usah ; karena penguasaan pasar yang
besfvlf pelaku UM L, nfastkan  untuk " melakitkan
{ ndakanwan anti. persaingan juan, agardia dapat tetap menjadl

| atau

g, bertyj
penguasa pasar ﬂ apw a' - ya
Penguasaan'p yang besar sebagian kecil pelaku pasar,
-

berdasarkan Undaﬁ'g=UndanggiL‘L 0..5 Tahun-1999 dilarang apabila
penguasaan pasar secaratidak fair, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan/atau  praktek pérsaingan diskriminasi.> Kriteria pangsa pasar

2Knud Hansen, et al., Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak sehat, hal.100-103.

%K urnia Toha, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal. 139.

> Munir Fuady, Hukum Anti-Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2000), hal 78.
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bukan satu-satunya faktor penentu, namun perlu terjadi praktek monopoli dan/atau
diskriminasi yang mempunyai kaitan erat dengan pemilikan posisi dominan.>
Istilah pasar dapat dirincikan menjadi pasar potensia dan pasar yang
dimasuki (market penetrated). Market penetrated bagi suatu perusahaan
dibandingkan dengan total pasar yang tersedia pada industri disebut pangsa pasar
atau bagian pasar. Untuk memahami tingkat persaingan ataupun untuk membuat
suatu pemetaan kekuatan bisnis masing-masing perusahaan, maka perhitungan

pangsa pasar menjadi penting. Perhitun angsa pasar dapat dilakukan dengan

dua pendekatan, yaitu:

a ampu dilayani

secara relatif

dengan

nicher.> Posisi domihan penting

[ -

dalavlilat praktek M W pasar karenarhampir
pada seti S Wg menjadi lan utama lembaga
persaingan uﬁwﬂal‘lf 'a.rh posis dominan pada
suatu pasar bersangkutan.”’ Posis M‘menjadi lebih unggul di pasar

L Sk

bersangkutan adalahmen;jadi %s#@pelaku usaha: Posisi dominan tidak
dilarang sepanjang pelaku usaha tersebut dalam mencapa posis dominan atau

menjadi perlaku usaha yang«lebih, unggul 'dilakukan dengan fair. Kriteria
penguasaan pasar tidak harus 100%, penguasaan sebesar 50% atau 75% saja
sudah dapat dinyatakan mempunyai market power .

% Pasal 4 No. Alinea 10-12UNCTAD

% Prosiding seminar, “ Eksaminasi Putusan No. 07/KPPU-L/2007,” Centre for Srategic
and International Studies. (januari 2008), hal .41.

*'Kurnia Toha, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal.165.

%8 |bid., hal .140.
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Menurut Komisi Uni Eropa dan Pengadilannya, konsep posisi dominan
pada putusan terhadap United Brands, yaitu:

the ECJ has defined a dominant position asa position of economic
strength enjoyed by an undertaking which enable it to prevent
effective competition being maintained on the relevant market by
giving it power to behave to an appreciable extent indepenently of its

competitors, customers and ulti of consumers.”

Posisi d‘n

pelaku usaha . ada
tersebut d‘pangsa

yatu jika satu
pelaku usaha

Qaha punyal

Sa pasar
gsa pasar adalah’ atau beli barang a¢$ tertentu

‘ang dikuasai ol€ pasar bersangkutan dalam tahun

g kaleder tertentu a**amidak selalu harusidi atas
50%,karena harus dilihat-korelas guasaan suatu pelaku usaha

yang nf ﬁ/ ang ibih tingh, dibancing pesaing-
pesaingnya.., * \
b. Kemampuéh‘keuangan' 1 —

Salah satu unsur.yang menyatakan bahwa suatu,pelaku usaha mempunyai

posis dominan adalah_apabila pelaku usaha mempunya keuangan yang
lebih besar (kuat) dibandingkan “dengan keuangan pelaku usaha
pesaingnya.

C. Kemampuan pada pasokan atau penjualan

% Valentine Korah, An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, ed. 7,
(Portland, Oregon: Oxford, 2000), hal 81.

% ndonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Mononpoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, UU No.5 Tahun 1999, LN No 33 Tahun 1999, TLN. No. 381, Ps. 1 butir 13.
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Unsur kemampuan mengatur pasokan atau penjualan adalah salah satu ciri
pelaku usaha yang mempunyai posis dominan. Kemampuan ini dapat
dilakukan oleh suatu pelaku usaha, biasanya apabila pelaku usaha tersebut
mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa
pasar pesaing-pesaingnya. Oleh karena itu, penilaian atau penetapan
pangsa pasar pelaku usaha pada pasar bersangkutan sangat penting. Untuk
itu, pengertian pangsa pasar harus dimengerti terlebih dahulu, yaitu

presentase nilai jual atau beli b atau jasa tertentu yang dikuasai oleh

i n kalender tertentu.
al permintaan

g jadi salah satu

jualan barang at irtentu.61
-

harus terlebih dahulu dilakukan

-
i@’iu@ﬁn melakukan investigas

pasar.__ber tan. Terdapat tiga
N\

R
nv

tersebuy
pembat p
a Pembatasan p berd

- ik
Untuk dapﬁ“menentul%ow barang dengan barang yang lain

dapat dinyatakan.menjadi substitusi perlu dilihat empat aspek, yaitu:
bentuk dan sifat barang,fungsi. barang, harga dan fleksibilitas barang bagi
konsumen.

b. Pembatasan pasar secara geografis
Pembatasan ini dilihat dari sgjauh mana produsen memasarkan produknya
dan barang pengganti dipasarkan, maka seluas wilayah itulah pangsa pasar
pelaku usaha.

8K urnia Toha, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal.169-174.
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b. Pembatasan pasar menurut waktu.®?
Pembatasan ini dilihat dari waktu atau periode produsen memasarkan
produknya

23  Ketentuan Mengenai Praktek Diskriminas

Berdasarkan Putusan KPPU perkara Nomor 07/KPPU-L/2004 tentang
Perkara Divestas Very Large Crude Carrier (VLCC) yang telah mempunyai
engan praktek diskriminasi adalah
tindakan, sikap, dan pelaku usaha untuk

mendapatkan k‘n . g ek diskriminasi

tidek sdlaluberarti tindakan, irjuga berupa

tmdakan& pe?laku A Huruf b
N\ i v

kekuatan hukum tetap, yang dimak

UN dengan
harga Kan atau

tﬂ ang atljasa,
akukan pr riminas a sekali
mhk an hubungan ugarf m | i gntu atau
perb¢n lain, di man ' ervl.zikukan dengan cara yang tidak

p@ usaha yang menguasai

mereka.memegang

tl'angan ter

asar dan wkaltan k(
pengu

beralasan atau trﬂ. adi I'aik seksama sertapengimbangan teliti

kepentingan pelaku usaha yanwelal’a@ratan diskriminas dan kepentingan
pelaku usaha yang kena kegiatan d| ksriminasi tersebut:®®

iskkiminasi tertentu

®2|bid., hal.180-182.

% putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-
L/2004, hal. 1.

® UNCTAD Pasal 4. Alinea10-12

% Knud Hansen, et al., Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak sehat, hal.296.

% | bid.
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Dari sudut pandang ekonomi, memiliki kemampuan penguasaan pasar
yang diraih melalui keunggulan inovasi dan efisiensi dapat memberikan efek yang
baik bagi konsumen karena pelaku usaha dapat mewujudkan efisiensi biaya (cost
saving) atau menjamin pasokan bahan baku atau produk untuk mencapai skala
ekonomi (economy of scale). Penguasaan pasar bersangkutan juga memungkinkan
pelaku usaha untuk dapat menekan biaya rata-rata produksi melalui cakupan
produksi yang luas (economy of scope). Akan tetapi, terdapat juga kondisi di mana
dapat terjadi persaingan usaha tidak

, yaitu melaui suatu kondisi yang

mpete) bagi pesaingnya
ing potensial

diciptakan untuk meng
maupun pesai n‘o
dengan memiletas

pesaing. ma per

mer &4 IEny.
[ dal Undang-

S« hanya' tetamah

nas terhadap

ini dapat

iminas tidak

praktek

Secara un“n dapat 'di tindakan
{Zau pelaku us% dal lakukan:, pelaku usahg In secara

st n‘a, den dipihk laif pelaku ak boleh melkukan keistimewaan

ters@f ditolak. ®’ ‘
'% e \
231 Di r{% gjaprta

Diskriminasi ha TlEfaku usaha tanpa alasan khusus

menuntut pemasok'*atau pet@; ﬂfu@rharga yang berbeda-beda untuk
barang atau jasa yang Sama: Di seluruh dunia dikenal “sistem bonus” atau “diskon

kesetiaan.” Secara per ‘se, sistem, bonus tersebut sebenarnya mengganggu
persaingan usaha. Perlu dilihat kasus per kasus, apakah ada unsur dalam sistem
tersebut yang berpeluang menciptakan hambatan masuk ke pasar. Ha ini
misalnya terjadi apabila jalur penjualan pesaing macet karena diskon tersebut
diberlakukan untuk jangka panjang dan dilakukan oleh pelaku usaha yang kuat di
pasar. Diskon kesetiaan menghadiahkan pembeli, kalau dia membeli kebutuhan

¢ Udin Silalahi dan Rayendra L. Toruan, Perusahaan Saling Mematikan dan
Bersekongkol, (Jakarta: Elex media Computindo, 2007), hal. 225.
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tertentu hanya pada pelaku usaha tertentu. Potongan harga seperti ini dapat
menjadi suatu hambatan apabila jalur pasokan pesaing ditutup oleh yang memberi
potongan harga.

Daam Black’'s law Dictionary, yang dimaksud dengan price
discrimination adalah :

Exist when a buyer pays a price that is different from the price paid

another buy for an identical product or service. Price discrimination

is probihited if the effect of t iscrimination may be to lessen

substantially or i co iti it was implemented

0. 5/ Tahun
Sehat,

anjian .yang menga‘kan

embell yang sat gan harga yang berberia dari

P g yang haru q mk barang dan/atau
sama.®
yang ‘ ‘,
a( ™. SN
Berdasarkan i W‘M kok, yaitu:
Adanyapeqam' o

K etentuan Pasal 6 Undar@ ndang No. 5, Tahun 1999 adalah mengenai
diskriminasi harga yang disepakati untuk pembeli terhadap suatu barang
atau jasa. Dalam ha “ini, \pihak yang diuntungkan melalui perjanjian
tersebut adalah para pesaing dari pembeli. Pihak yang diuntungkan dan
pelaku usaha yang didiskriminasikan harus berada dalam hubungan
persaingan usaha secara aktual atau potensial.

% Henry Campbell, Black's law Dictionary, Sixth Edition, (St. Paul, Minn; West
Publishing co.), hal 178

% ndonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Mononpoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, UU No.5 Tahun 1999, LN No 33 Tahun 1999, TLN. No. 3817, Ps. 6.
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2. Harga yang berbeda untuk barang dan/atau jasa yang sama
Diskriminas selau berdasarkan prinsip bahwa sesuatu yang
diperbandingkan diperlakukan secara tidak sama. Untuk barang dan/atau
jasa yang sama, ditagih harga yang berbeda. Dalam perjanjian diskriminasi
harga, berbaga pembeli membayar harga yang tidak sama untuk barang
dan/atau jasa yang sama.”

Oleh karena itu, dapat diketahuitbahwa kriteria diskriminasi adalah selalu

mensyaratkan perlaku V?nbell atau penjual oleh
iskrimi ‘ ada pada posis

biarkan ada

yl‘n dengan cara'ang
dn.%? yang menggangg

il ‘enjual yang m

%TZT;}?‘. s

dlidi skri nw ang o dZI ‘aktul_ama,

e

2.3.2 Diskriminas Menurut Ketentuan Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999

Diksriminasi menurut Pasal 19 huruf d Undang-Undang No 5 tahun 1999,

harga berbeda tidak hanya dapat ditetapkan melalui perjanjian, namun pemasok

endesak pesaing- pe&dngnya dari

@@a lebih mementingkan
iki

kan diblokir.
daku ussha yang

melalui tindakan sepihak juga dapat menetapkan bahwa pembelinya harus

“Khaerul H. Tanjung, “Diskriminasi Harga Menurut Undang-Undang,”
http://khaerul htanjung.bl ogspot.com/2009/10/diskriminasi-harga-menurut-uu.html, diunduh 29
Oktober 2010.

| bid.
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membayar yang berbeda-beda. Keadaaan ini tidak terjangkau oleh Pasal 6
Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Karenatidak ada perjanjian, hal tersebut dapat
terjangkau oleh larangan dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 apabila pelaku usaha yang menetapkan harga yang berbeda memiliki posisi
dominan di pasar. Adapun yang dinyatakan dalam pasal 19 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 adalah pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan,
baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan/atau ingan usahatidak sehat berupa:

a) lain untuk melakukan
tah, atav
b) ingnya untuk
ya, ata
c) { aran enj u;lan)arang adapasar

d)‘ Ukan p(t’ekm

engl nterpretasi kaﬁ‘l p
m‘ dengan |aranga Umum

an dalam u‘
jelaku s O v_,..
ﬁfw{ak ﬁsa. ang-Undang No. 5

Tahun 19‘ a ‘ap'orang perorangan atau badan

usaha baik yang berbemk, bﬁhum atau bukan'badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau  melakukankegiatan dalam wilayah

afpel aku u tﬂ
)

Un g-Undang No. 5 Ta'rﬂ999 yang
bagl dalam empat Iaréngan yang

hukum negara Republik® Indenesiay baikysendiri maupun bersama-sama
melalui  perjanjian, menyelenggarakan bebagai kegiatan usaha dalam
bidang ekonomi.

2. Unsur melakukan baik sendiri maupun bersama
Kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pelaku merupakan keputusan dan
perbuatan independen tanpa bekerjasama dengan pelaku usaha yang lain.
Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan kegiatan yang
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dilakukan oleh pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang sama di mana
pelaku usaha mempunyai hubungan dalam kegiatan usaha yang sama.

3. Unsur pelaku usahalain
Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang melakukan satu atau beberapa
kegiatan secara bersama-sama pada pasar bersangkutan. Pelaku usaha lain
menurut penjelasan pasal 17 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang

kegiatan secara
jukan kepada

eh satu atau
dan/atau

; [ imbulkan
erugikan kepenti ngaqj‘num.

4

-
ingan antar pelaku Uisaharddlam

signifikan dalam pasar bersangk
4, Unsur melakuk

eA(onopoI [

Pe adWlicch

barang dan/atau jasa

dar/atau-pem
e«‘ra ﬁak.t avan hukum atau
menghamﬂ. '&ah/a‘\“’h
7. Unsur menolak - ,’ —
Menolak adalah ketika pelaku usaha tidak bersedia melakukan kegiatan
usaha dengan pelaku usaha lainnya.

8. Unsur menghalangi
Menghalangi adalah ketika pelaku usaha melakukan kegiatan yang
menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain atau pelaku usaha
pesaingnya untuk masuk ke dalam suatu pasar bersangkutan yang sama.

0. Unsur pelaku usaha tertentu
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Pelaku usaha tertentu adalah pelaku usaha yang dirugikan oleh kegiatan
sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (a) dan (d) Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999.

10.  Unsur kegiatan usaha yang sama
Kegiatan usaha yang sama adalah kegiatan usaha yang sgenis dengan

yang dilakukan oleh pelaku usaha.
] g-Undang No. 5 Tahun
j ‘ ah pemasaran
aatau sgenis

11.  Unsur pasar bersangkutan

ng .5 Tahui 1999,
N WA Setiap pemekai ’Ltau jasa
Kk kepenti ng‘ dii i i

>4

nsur pelanggan
4elanggan adal vl A nadari barang dan/atatl jasa untuk
= -

1

pihak lainmyang

terus menerus, baik

N\

L
T
4. Unsur pelaku @p_ Q\\.

Pelaku usaha: p&aing‘al;alﬂﬂd‘usaha yang-bérada dalam pasar
bersangkutan yangsama.

15.  Unsur hubungan usaha
Hubungan usaha adalah kegiatan ekonomi antar pelaku usaha dalam
bentuk berbagai transaksi dan/atau kerjasama.

16.  Unsur membatasi peredaran
Membatasi peredaran adalah kegiatan yang dilakukan pelaku usaha dengan
tujuan untuk mengendalikan distribusi atau wilayah peredaran barang
dan/atau jasa.

17.  Unsur barang
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Menurut pasal 1 angka (16) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, barang
adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipergunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
18.  Unsur jasa
Menurut pasal 1 angka (17) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, jasa
adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang
untuk dimanfaatkan oleh konsumen

s

diperdagangkan dalam masyar

19.
alam berbagai

a terhadap

tu bggangk
.Qnai peﬂelam% 19 huruf Uldang-Und ‘un 1999,
gan diskri kegi el praktek disk iy terhadap

ﬂ saha tertentu merdﬁ an tugn lakuan dengan cara Kag berbeda

men‘a persyaratan

ijlkan dISkI’II‘f"
atl ‘al%\n tertentu.”

jUStIflkaSI raek
dengan menok{fgkﬁk
—— 1P~
24  Pengecualian dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1999

tertentu, menol
Persaingan dalam dunia usaha dimengerti sebaga kegiatan positif dan

atan pembelian barang dan/atau

@\ yang tidak mempunyai
isiensinya, misalnya

&kan persyaratan

independen dalam upaya mencapai equilibritm.” Dalam kehidupan sehari-hari,
setiap pelaku ekonomi yang masuk dalam pasar akan melalui proses persaingan di
mana produsen mencoba memperhitungkan cara untuk meningkatkan kualitas dan
pelayanan dalam upaya merebut pasar dan konsumen. Ketika keadaan ini dapat

"2 | bid, hal.20.

™ George Stigler, “Perfect Competition, Historically Contemplated”, The Journal of
Political Economy Vol. 65, Issue 1 (February,1957),hal.1-3.
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dicapai, maka produsen atau pelaku usaha tersebut akan berupaya untuk
mempertahankan kondisi tersebut untuk paling tidak tetap bertahan menjadi
incumbent dengan pangsa pasar tertentu pada pasar bersangkutan.”* Dilema yang
terjadi adalah ketika ada pelaku usaha yang berhasil menjadi seseorang monopolis
di pasar yang mengakibatkan produsen atau pelaku usaha tersebut menjadi tidak
efisien dan mampu meningkatkan hambatan masuk pasar (barrier to entry) bagi
pesaingnya. Apabila kondisi ini terjadi, maka efeknya adalah penggunaan sumber

Hukum Persai n@r

yang bersifat ‘ in
dominan, mo '
berbagai

diaturm ' :
terhl entingnya peng i enis tindakan
at!*ndust( ataupun { ‘Jk dalam

p hukum pe‘al ng
tedndustn yang m‘
li"ffmiah dalam# '
manvlidrperhltungk
oleh haWIu perusahaan..aken
keseluruhan. { / / f N\
Keputusaniuntuk mem '/L‘ %‘fuga dipengaruhi oleh berbagai
faktor, yaitu kepentingan sosu%.poh—’ dan*kondisi_perekenomian suatu negara.
Oleh sebab itu, bentuk, tujuan, karakter dan ruang lingkup pengaturan tersebut

erbuatan atau perjanjian
gunaan posisi
nya, terdapat

regulasi

(misalnya
, listrik, atau telekomunikasi). Di

-
wr@roduksi yang dilakitkan

jaya produksi secara

dapat sgja berubah sesuaikondisi yang ada pada saat itu. Berdasarkan hal tersebut
maka kebijakan persaingan usaha dapat dilakukan dengan dua cara sebagai
berikut:

"Kurnia Toha, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal.213.

™ W.Kip Viscusi. Et al., Economica of Regulation and Antitrust, 2™ ed., (Massachusetss,
London: The MIT Press, Cambridge, 1998) hal. 8-9,158.

"®Kurnia Toha, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal.214.

7 |bid., hal.217.
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Melaui regulas yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan mekanisme
pasar

Peraturan yang dibuat bertujuan sebagaimana yang diamanatkan dalam
persaingan, peraturan tersebut diberlakukan khusus untuk industri yang
diproteksi. Regulasi ini sgjalan dengan peraturan lainnya yang bertujuan
untuk meningkatkan kinerja industri tetapi melalui adanya pembatasan

masuk ke pasar (new entry to market), termasuk regulas mengena harga

atau pelayanan.
' k ur perilaku dan kegiatan
dalam p@ n u uk t ukung peraturan
dleh acia sebeltinn ~

dengan cara
erl akul& g-undang

ut.” Sem tera jtu, ' ita ti lupabahwa
‘ ndan gUndangH ot ﬁs proses

‘ersal ngan yang aku usaha tanpa terkecuali. Oleh

-
*n yang dibuat~harus
$m mbWwa Ea];ug tersebut tidak akan
’r nalm yang dianut,

maupun p‘tuf&an
- 1 P‘

Kebijakan persaingan di pengaruhl oleh berbagai, pertimbangan, misalnya

o

adanya perlindungan “terhadap hak kekayaan intelektual, perdagangan,
perlindungan terhadap usaha kecil” atau menengah serta kepentingan nasional
terhadap perekonomian yang dikelola oleh Badan-Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Hukum persaingan juga mengenal adanya pengecualian untuk
menegaskan bahwa suatu aturan hukum dinyatakan tidak berlaku bagi jenis
pelaku tertentu ataupun perilaku/kegiatan tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan

8 |bid., hal.218.
| bid.
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adanya suatu acuan yang dipergunakan untuk pengecualian apakah suatu kegiatan,

industi/badan, pelaku usaha yang bagaimana yang dikecualikan. Pemberian

pengecualian tersebut terdapat pada beberapa pertimbangan lain, seperti:

a Adanyainstruks atau perintah dari Undang-Undang Dasar 1945;

b. Adanya instruks atau perintah dari undang-undang ataupun peraturan
perundang-undangan lainnya;

C. Adanya instruks atau pengaturan berdasarkan regulasi suatu badan

administrasi.®°

Pengecu‘n b ingan dapat
dltemukan‘al j proteks yang
disebut nopoll
dib L@ﬂ ;bllb Di- ma k ‘pasar,
tarl an akan egulas u , terdapat dua

Wannya engec ‘::s 4 4
stri atau i ec an telah diatu peraturan

Ju

perundang- undangaﬂ
‘uluan memberi S berd%arkan kepentingan umum

W ic mter%&&

dustri uh ngan khusus karena
pr dﬂ d an\ertl mbangan ini,
maka ak: ebih J ‘proteks yang jélas kepada suatu
pihak darF"'pada mewkk’ undang-undang _hukiim  persaingan itu

sendiri.®

an pemerintah yang fain dengan

Pada umumnya pemberian status pengecuaian ini diberikan kepada
industri strategis yang dikelola oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Kinerja BUMN yang banyak ditentukan oleh birokrasi dan kurang
terbiasa dengan persaingan akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas dari

8 Jorde, Thomas, et al., Gilbert Law Summaries- Antitrust,Ed.9, (Hartcourt Brace Lgal
and Professional Publications. Inc, 1996), hal .114.

& pid.
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pemberian hak monopoli aamiah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
memberikan beberapa pengecualian, salah satu latar belakangnya adalah filosofis
yuridis berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik
Indonesia. Instruksi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan jelas
memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang melingkupi aspek-aspek
sebagai berikut:

a Pengaturan monopoli alamiah yang dikelola oleh negara.

Pengecualian terhadap perbuat kej ad| an.

Pengecualian ter

Tahun 1999

a dan
i terjadi nya ancuan an Undang-Un 5 Tahun
1 abila terjadi konfllf P | 3 an apa yang diatur # undang-
und‘ mewujudkan kepasti penerapan peraturan “perundang-
un ta untuk M yat 2, 3, dan 4 Undang-
Undan erikan..ol
Tahun 1 aﬁr U Tahun 2011 tentang
Pembentukan _Peratu Peru w eberapa unsur yang terdapat

dalam keténtuan Pasal. 50 hw,afmndang No.5"Tahun 1999 yang
berbunyi perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan.melaksanakan peraturan

s;’

dang-Undang No. 5

perundang-undangan yang berlaku adal ah sebagairberikut:

a Perbuatan;

b Perjanjian;

C. Bertujuan melaksanakan; dan

d Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#| ndonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Mononpoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, UU No.5 Tahun 1999, LN No 33 Tahun 1999, TLN. No. 3817, Ps. 50 huruf a-h.
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Pedoman menetapkan bahwa perbuatan dalam hal ini dianal ogikan dengan
kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 sampai 24 Undang-Undang No.
5 Tahun 1999. Bila pelaku usaha dalam melakukan melakukan perbuatan tersebut
berdasarkan kewenangan Undang-Undang atau dari peraturan perundang-
undangan yang secara tegas mendapat delegasi dari Undang-Undang. Peraturan
perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi pelaku usaha dalam melakukan
perbuatan tersebut, maka perbuatan dan/atau perjanjian tersebut walaupun
akibatnya tidak sgjalan dengan ketent Undang-Undang No. 5 Tahun 1999,

50 huruf a

ang-undangan

'semu!peraturan\)
‘é&um hanyap
ang

dapat dijadi karfl

C. J\danya prinsip

f menghapus
t| nWI

d  Has %ﬁém@f

materi muatan
- ’P‘

Pengecuaian badmkm undang-undang jugaharus mengacu pada Pasal

<

-
Ieblh tinggi atau sedergjat yang

hl akunya peraturan yang

ﬁg\ndangan dengan

7 ayat 1 Undang-Undang Nomer 10T ahun 2004, (yaitu Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat kasus yang
diteliti terjadi), yang menegaskan bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan
Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan
Pegabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur
harus dibaca sebagal peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999. Sedlain itu terdapat fungs Peraturan Pemerintah

8K urnia Toha, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal.227.
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Sebagali peraturan yang mendapatkan delegasi dari Undang-Undang. Fungsi

Peraturan Pemerintah tersebut terbagi sebagai berikut:

a Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas
menyebutnya.
Fungsi ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 (sebelum dan sesudah perubahan), yang menentukan:
“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-

dam ha ini, Peraturan Pemerintah
secara t‘s

u Undang-Undang yang
Pemerifiah.

[ ntuk  diatur ‘ gan Peraturan
b. enggarakan p

gat
atu ket
anjut éjangkan
a tegast un

undang sebagaimana mestinya.

harus melaksan

endapar[m

‘wrupakan pelak

mnaank

g ntahlgmwandes

Pemerintah, sepan]a
dari. Undnag-Undang
- n@yang tidak te’g
I@‘at wa ketentuzan dalam
m%upakan delegasi
‘trntuk melaksanakan Undang-

kepada
Undang

# Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, cet.5,
(Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 221-222.
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24.2 Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual
seperti Lisensi, Paten, Merek Dagang, Hak Cipta, Desain Produk
Industri, Rangkaian Elektronik Terpadu, Rahasia Dagang serta

Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba

Perjanjian sebagaimana diatur dalam definis yang dirumuskan dalam
Pasa 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 diartikan sama dengan

perbuatan, artinya perjanjian yang dil an oleh pelaku usaha. Dalam pasal

pengecudian ini ada d ' |kan untuk dikecualikan,
yaitu berkaitan ‘g anjian Waralaba
yang sering . | S hak untuk

memono dusi , g-Undang.
Sement ' atur, agar
mor& ' i . adalntlnya
Lk banyak. Ini ‘erup

' , gan yang
kondusit untuk pengemb. desain, dan berbagai bentuk karya
mtelﬁal lainnya. HAK] n HAKI hanya akan bermakna jika

vl dalam bent w@-ﬁ'ﬂal am siklus permintaan,
e\ b alam ekonomi yang
memberikan mﬂ ﬁéj

a‘# a‘ yauntuk menikmati
hasilnya.®

Prinsip da%mya ol »’ ﬁ'(‘cquan uniuk peningkatan kualitas
kehidupan manusia dan. untuk mendapatkannya harus.melalui penelitian, waktu

una bagi

dan biaya yang tidak murah. Sehingga wajar diberikan tnsentif untuk menikmati
hasil temuannya dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi melalui pemberian
monopoli dalam kurun waktu tertentu sebelum menjadi milik publik.
Pengelompokan HAK | dari segi hukum dapat dikategorikan sebagai berikut:®

8Zen Umar Purba, Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Jakarta:
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,
2000), hal. 1.

%Arimbi Heroepoetri, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat,
(Jakarta:Walhi,1998), hal.1.
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a Hak Cipta

i. Hak Cipta

ii.  Hak yang bertentangan dengan hak cipta
b. Hak Milik Perindustrian

I. Hak Paten

ii. Model dan Rancang Bangun

iii. Desain Industri

atau, Jasa

ﬂ dengan

barang atau | i sumumnya

Aenerapkan

24, P rfaapa
ak Meng
umny

. mdust{um
tuj K efisens. and
%‘J oleh Kementnﬁ erd

aso‘ industri terseb

[§
kuWuk sehmg
yang timbu

! M ' findungan kepada

konsumen, pelaku, ‘H‘lasyarakat lainnya baik untuk

keselamatan, keamanan, kmnﬂpﬂa‘eﬂanan fungsi lingkungan hidup,

serta untuk membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha

Perindustrian dan Juga melaui
aplikasikan untuk jenis, tipe, dan

-
r@‘u@gurangi bi aya ekonomi

A“r

yang sehat dalam perdagangan: Terdapat beberapa pedoman yang dikeluarkan
dalam rangka mendukung standardisasi ini, yaitu berupa pedoman di bidang
standardisasi nasiona meliputi ketentuan-ketentuan yang lebih rinci sebagai
penjabaran dari Sistem Standardisasi Nasional untuk digunakan sebagai panduan
dalam melaksanakan kegiatan standardisasi. Pedoman tersebut antara lain berupa
pedoman perumusan SNI. Ditegaskan bahwa negara anggota World Trade
Organization (WTO) harus menjamin dalam peraturan teknis mengenai

8K urnia Toha, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal.263.
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pemberlakuan standar secara wajib bahwa produk yang diimpor tidak boleh
diperlakukan berbeda dengan produk dalam negeri atau produk yang diimpor dari
negaralainnya®

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102
Tahun 2000 Tentang Standardisas Nasional dengan pertimbangan mendukung
peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang dan jasa, proses,
sistem dan/atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing,

perlindungan konsumen, pelaku usaha, a kerja dan masyarakat, khususnya di

ngk hldup dan lain-lain®
g ditetapkan

ang at dengan
Wan, I%kumi
ologl serta gd ini ang akan
atang untuk mempé ‘
b. éandardlaas ad an;»menetapkan, menerapkan dan
MISI standar ‘ Aw
|hak ’__._-4

A“'

C. St T v ditetapkan oleh
Badan Standar Nasional <Ursecaranasional.

d. Rancangan Standar Naonalfdm'a adalah_rancangan standar yang

dirumuskan olehpanitia teknls setel ah  tercapai. konsensus dari semua

t -han berkerjasama dengan

pihak yang terkait.

e Perumusan Standar Nasional IndoneSia adalah rangkaian kegiatan sejak
pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun Rancangan Standar
Nasional Indonesia sampa tercapainya konsensus dari semua pihak

terkait.

& |bid.

® PP ini menggantikan Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar
Nasiona Indonesia
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f. Sistem Standardisasi Nasional adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan
standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional,
yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi.

0. Badan Standardisass Nasional (BSN) adalah badan yang membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di
bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

24.4 lsmya Tidak Memuat
u Jasa dengan
janjikan

atu yang wajar

hukyn Bersamg ] perjanjian

nyawvertikal.
ekonon(, perjanji ini yak juga

m ikan efek pos

rli

ﬁalam hal reg alt atwbahwa Menteri I’erdagangan

men@?ﬁn Peraturarl‘t*i \P@HZOOG tentang Ketentuan
dan Tat g‘a Distributor Barang
dan/atau Wy’ tm‘r %hﬁ sebagai berikut

seperti prlns&alﬂr pller agen dan ketentuan
lainnya. Dari * ketentuan P@waw i atas terlihat  aturan yang

bertentangan dengan prinsip dalam hukum persaingan;.misanya antara prinsipal

dapat membuat perjanjian-hanya dengan satu agen.tunggal atau distributor tunggal
untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah
pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu. Bila melihat beberapa unsurnya,
jenis perjanjian ini dapat mengacu kepada pengecualian sebagaimana yang
dikecualikan dalam Pasal 50 (a) Undang-Undang No 5 Tahun 1999, yaitu dengan
dasar hukum Peraturan Menteri, Pengecualian pasal 50 (d) Undang-Undang No 5
Tahun 1999 ditujukan untuk perjanjian dalam rangka keagenan tetapi tidak
memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga
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lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, kecuali mengenai

pembagian wilayah pemasaran dan produk.*

245 Perjanjian Kerjasama Penelitian untuk Peningkatan atau Perbaikan
Standar Hidup Masyarakat L uas
Perjanjian kerjasama jenis ini sering dilakukan oleh perusahaan yang
tergabung dan menjadi anggota assosiasi suatu industri. Rasionalnya adalah

bahwa penelitan sering membutuhkan d

ang besar, sehingga kerjasama dalam
Vwdian penemuan atau hak
ji ‘

penelitian sering dilak

patennya akan d‘(
dilarang dapat

standar hidup

aSSC‘ u

ng kerjasama tidak
k 'peningkatan

at

at' kerjw juga’

en| ngkat

atau per
itasih oleh

berw ng di

nIPerJ anjian elanggar

el saha y '
‘ﬁ am! pelak u
melakukan k aan untuk

fablla para aku u
m penguasaan prod an barang dan ifﬁk

%@@kaﬂ oleh Pemerintah

24vﬁnj|an Int

|k In
Perjan |{ ehNindonesia diatur
dalam Undan& ang Perjanjian _Internasional.

Untuk mel aksanakan Perj anjlaupterﬁﬁ"tndonesa menganut prinsip primat
hukum Nasional, artinya bahwa hukum nasional mempunya kedudukan lebih
tinggi daripada hukum internasional .\ Berdasarkan sistem hukum nasional, maka
dengan meratifikasi suatu konvensi baik regional maupun multilateral, serta
perjanjian bilateral, negara sudah terikat untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan
dalam konvens atau perjanjian tersebut. Suatu perjanjian atau konvensi yang telah
diratifikasi baru dapat dilaksanakan apabila telah dimasukkan dalam suatu

% Kurnia Toha, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal.272-273.

 Ibid.
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undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang tentang Pengesahan
Ratifikas Perjanjian Internasional. Sehingga konvensi dan perjanjian internasional
yang telah diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia termasuk dalam pengecualian
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.%

24.7 Perjanjian dan/atau Kebutuhan yang Bertujuan untuk Ekspor yang
Tidak Mengganggu Kebutuhan dan/atau Pasokan Pasar dalam Negeri
Pada dasarnya perjanjian di sini tetap merujuk pada ketentuan Pasal 50

huruf (a) Undang-Und

mellhat kriteria dasar
iatan ekspor ini
dapat dilihat
sud, yaitu

Noemor:

P/K@% ¢
M rlterla
a

b. ‘{p

or adalah k iatan arka
ortir adalah pé aU'p rangan yang melak
'¢kspor @ l
C. ‘ﬂortlr terd \
2t psuaakuan—mni g
?f l tgm ang berlaku:
d. Daerah P alah K tndonesia yang meliputi wilayah

darat, perairan dan ruam,:daﬁi@wya, serta tempat-tempat tertentu di

zona ekonomi_eksklusif dan landas kontinenwyang didalamnya berlaku
Undang-Undang Nomor«10 Tahun 1995

e Barang yang diatur ekspornya adalah"barang yang ekspornya hanya dapat
dilakukan oleh eksportir Terdaftar;

f. Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya

a@)erorangan yang telah

Perdagangan untuk

dapat dilakukan dengan persetuyjuan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk;

%2 | bid, hal.279.
% |bid., hal.282.
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0. Barang yang dilarang ekspornya adal ah barang yang tidak boleh diekspor;

h. Barang yang bebas ekspornya adalah barang yang tidak termasuk
pengertian butir e, f dan g;

I Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan
memenuhi persyaratan tertentu di dalam Daerah Pabean yang digunakan
untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang
untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang

Kepabeanan, Cukai, dan per an yang dapat berbentuk kawasan

berikat, perguda'o , iinuan pameran, atau toko

bi asa.g"

248 M

W j€li Republik
Indc‘ XV I/ l’ [ am /Rangka

konon( telah

Isj&da%urkan p eko 0 [ bangan
b a mikro, kecil, ol i.%Hal ini dikuatkan delam TAP

MPI‘d No.IV/MPR/ ang No.25 Tahun 2000 tentang

Progvl imbangunan‘ Wopemermtah memastikan
bahwa pem gunaWo omi kerakyatan yang
melibatkan penﬂgéu Dr ﬂlk' gahy dan koperasi.®
Kriteria mengenaitly ah \struksi Presiden’Nomor 10 Tahun

1999 tentang Pemberdayaan U@aMMﬁrdefmlskan sebagal berikut:
a Usaha produktif imilik Warga Negara Indonesia.yang berbentuk badan

hukum maupun tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum

ekonomi

termasuk koperasi.
b. Berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahan dengan usaha besar.

% |bid.

% Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, Edisi Pertama (Y ogyakarta: BPFE,2000), hal.
26.

% |bid.
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C. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200 juta sampai dengan
Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100 juta pertahun.

Pemberian pengecualian kepada UMKM dalam Undang-Undang Hukum
Persaingan adalah perlakuan yang sangat wajar di berbagai negara karena UMKM
dari segi modal dan aset tidak akan mampu memonopoli suatu pasar karena

kemampuannya yang terbatas. Sebagai oman dalam pemberian pengecualian
kepada UMKM, maka alah harus sesuai dengan
2008. i

J ! untuk
koperasan
Im dan kondisi iuendorong
-
kepadakoperas b
i @naan koperasi'dilakitkan

nomi nasional, serta
‘$

Daam ran"gka mleMngm kepada-koperasi pemerintah

mengatur mekanisme:

‘m ciptakan d
‘ﬁumbuhan sertap,
b. ﬁemberl kan bimb

a menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh
koperasi.

b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil
diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha

lainnya.®®

9 Kurnia Toha, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal.290.

% |ndonesia, Undang-Undang Perkoperasian, UU No. 25 tahun 1992, LN No. 116 Tahun
1992, Ps. 63.
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25 Ketentuan Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa
251 Gambaran Umum

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 2000 ditetapkan serta
diundangkan di Jakarta pada 21 Februari 2000 dalam Lembaran Negara RI Tahun
2000 No. 15.%° Secara filosofis pengadaan barang dan/atau jasa instans
pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisen dengan tetap

usaha yang sehat, transparan dan
pengaturan pengadaan

kebijakan serta

er pada setiap

a, lyepwﬁ No.

memperhatikan prinsip-prinsip per

00 diganti

an mengenal

Ilngkup,
pengguna ang/ |t|a adaan dan per ang harus
di I oleh penyedia 0. 80 Tahun 2003 b u apabila

men‘hl persyaratan sé avr
ﬂgadaan bar
dibebankan WNL&P

i 7

w‘ agian atau seluruhnya
$h?ba dibiayai dari

pinajamanhibah, luar negeri a'l'g"s&euai atau tidak bertentangan
ik S5

dengan ‘pedoman da%eaﬁmadaan barang/jasa dari pemberi

pinjaman/hibah bersangkutan;

C. Pengadaan barang/jasa untuk investas di lingkungan Bl, BHMN, BUMN,
BUMD, yang pembiayannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada
APBD.™™

%  Budi Kagramanto, Larangan Persekongkolan Tender, cet.1, (Surabaya: Srikandi,

2007), hal .56.
100 | i,

191 Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Keppres No. 80 Tahun 2003. LN No. 120 Tahun 2003, Ps.7.
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BUMN daam melaksanakan pengadaan barang dan jasa tunduk pada
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha
Milik Negara. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-05/MBU/2008, ruang lingkup peraturan menteri ini berlaku
untuk semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN yang

pembiayaannya berasal dari anggaran N atau anggaran pihak lain, termasuk

yang dibiayai dari pinj
tidek dijamin a‘
menggunakan

k yang dijamin maupun
jasa tersebut

ian  maupun

seluruhn ahun 2003 yang
1) g Istilah ' [ utkan dalam

ngkﬁ adalah kegi & i dibidyai

APBN/AP i pun oleh

jasi adalah kepala Kanto/satuan

alqg'af'an daerah/pgabat” yang
ar]
piwj{n ﬁ!’ ad

ggung jawab atas
ka unit/proyek
tertentu. - N .

3) Pejabat pengadaan adw dlangkat oleh pengguna barang

atau jasa untuk.imelaksanakan ‘pemilihan penyediaan barang atau jasa

‘zﬂ/peml mpin

dengan nilai sampal dengan Rp50.000.000(Iimapuluh juta rupiah).

4) Pengertian istilah barang tersebut dalam pasal 1 angka 11, yaitu barang
adalah benda dalam berbaga bentuk dan uraian, yang meliputi bahan
baku, barang setegah jadi, barang jadi/perdatan, yang spesifikasinya
ditetapkan oleh pengguna jasa.

5) Pengertian istilah jasa disebutkan dalam pasal 1 angka 12, yaitu jasa
pemborongan adalah layanan pekerjaan pelayanan konstruksi atau wujud
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pengguna barang atau jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh

pengguna barang dan jasa. 12

2.5.2 Maksud dan tujuan

Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah mengatur
pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai
APBN/APBD. Sedangkan tujuan diberlakukannya K eputusan Presiden ini adalah

agar pelaksanaan pengadaan barang jasa yang sebagian atau seluruhnya

f terbuka dan bersaing,

ber{ pengad
ggunakan a d

vﬁltapkan dalam

ﬁlpertanggungj

|
E&lf berarti p‘a?ﬁ[)%h‘:s ai dengan kebutuhan

y . atme'w faat yang sebesar-

3) Terbukaﬂ ing, berarti arang atau jasa harus terbuka

-
bagi penyediabarang Wr\mum persyaratan dan dilakukan

melalui persaingan-yang sehat di- antara penyedia barang atau jasa yang

ang ingkat-singkatnya | dapat

setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang jelas dan transparan.

4) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara
evaluas, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa,

1% ndonesia, Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Keppres No. 80 Tahun 2003. LN No. 120 Tahun 2003, Ps.1.

%bid., ps. 3
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sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat
serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

5) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi
semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau aasan apapun.

6) Akuntabel, berati harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan maupun
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pelayanan masyarakat seusai

d prinsip-prinsip serta ketentuan yang
berlaku dalam p I‘
254 Pr@s.k er d suﬁ‘
ar 80/ Tahun :

P
kan bahwa
pengac ' jib'ditenderkan adalah dengan

nilai. di h juta i engharuskan
pk_ gljaan baran tdt kecuali
ter gadaan b’ang/j rehasia'® B sistem

peh, barang/jasa, m No. 80 Tahun 200. ah diatur

men‘a‘ metode pemi jasa pemborongan, yang terbagi
[ = -

ataSvWan, yaitu: ‘ \

oy
pembor jasalainnya;

AR

n

> S
il S
Dalam pemilihan pmyWMborongm jasa lainnya terdapat

empat metode yang perludilakukan, yaitu:

a M etode pelelangan umum
Metode pemilih yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman
secara luas melalui media masa, sehingga masyarakat dunia usaha dapat
mengikuti tender.

b. Metode pelelangan terbatas

1%41hid., ps. 3.

195 Budi Kagramanto, Larangan Persekongkolan Tender, hal.56.
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Metode pemilihan yang dilakukan apabila jumlah penyedia barang/jasa
yang mampu mel aksanakan diyakini terbatas, karena kompleks.

C. Metode pemilihan langsung
Metode pelelangan umum atau pelengan terbatas dinilai tidak efisien dari
segi biaya pelelangan. Pemilihan dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya
oleh tiga pelaku usaha yang telah prakualifikas serta dilakukan negosias,
baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan

pengumuman resmi.

Metode penunj u'

keadaan tertentu dan
ikut:

Ma\ pfrtahanan
\0 Pekerjaany gber ntuk keperluan
‘ 1 Pengadaan yang ya | kan oleh pemegang
‘ Pekerjaan yelesaian secara Gepat guna
- %
e
q .

D!am WAT ﬁr duascara yang dapat

digunakan oleh™pen b Eﬂgan instansi pemerintah, yaitu

melalui prakualifikasi-dan pa@ualﬂﬁrakuallflkas berdasarkan Pasal 14
angka 1 Keppres 80 Tahun 2003 adalah suatu proses.. penilaian berdasarkan
kompetensi serta kemampuan usaha 'dan pemenuhan persyaratan tertentu lainnya
dari penyedia barang/jasa sebelum” memasukkan penawaran harga. Sedangkan
pasca kualifikasi yang diatur dalam Pasal 14 angka 2 Keppres No. 80 Tahun 2003
adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan
persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukan
penawaran.
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2.6 Ketentuan Mengenai Persekongkolan Usaha

Persekongkolan tender adalah perbuatan pelaku usaha yang melakukan
kerjasama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur
dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan persaingan
ussha tidak sehat.!® Sacker dan Lohse mengatakan bahwa konspiras
(persekongkolan) tender adalah hambatan persaingan yang dilakukan apabila hasil
pengumuman tender menguntungkan salah satu peserta tender.’%’ Persekongkolan
ini ditujukan untuk mengaki batkan t kolusif, artinya para pesaing sepakat
satu pihak dengan tidak
‘3 '% Padahal sifat

alap melanggar

gatau1asa

untuk mempengaruhi h

mengajukan per‘ar
dasar dari

tujuan p an tender yang

engt{ptumkan prhe

den k
iersdﬁ usus diat 2
L‘B .5 Tahlﬁ 192% unyi { . m‘\’
wa pelaku u‘ba dilar kol dengan pihak®

‘ mengatur dan/atau‘ ang tender, sehmgg
‘nengakl batkan terjadinya ' a ti dak sehat. b

OI? arena | &x dang-Undang No. 5
Tahun 1 yékr ﬁq SIM) antara pelaku
enang tender, yakni melalui

usaha dengan pﬂk

pengajuan untuk rﬁénamarkan@;ga%ﬂanborong suatu pekerjaan atau juga
pengajuan penawaran harga untuk pengadaan barang dan,jasa tertentu. Akibat dari

Undang-
tuk
pat

persekongkolan dalam menentukan Siapa pemenang tender ini, seringkali timbul

18AM Tri Anggraini, “Penegakan Hukum Dan Sankss Dalam Persekongkolan
Penawaran Tender.” Jurnal Legislas Indonesia Volume 3. Jakarta, 2006. Direktorat Jenderal
Peraturan perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI.

97sacker and Lohse, Law Concerning the prohibition of Monopolistic Practices and
Unfair Competition (Jakarta; GTZ & Katalis, 2002), hal. 314

1%NMunir Fuady, Hukum Anti-Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2000), halL. 90.

1®sacker and Lohse, Law Concerning the prohibition of Monopolistic Practices and
Unfair Competition, hal. 314.
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suatu kondisi “barrier to entry” yang tidak menyenangkan/merugikan bagi pelaku

usaha lain yang sama-sama mengikuti tender (peserta tender) yang pada

gilirannya akan mengurangi, bahkan meniadakan persaingan itu sendiri. Adapun

unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah:

a Pelaku usaha, yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor
5 tahun 1999, yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum

yang didirikan dan berkeduduka melakukan kegiatan dalam wilayah

hukum negara Wi ol k i maupun bersama-sama

melalui ‘ ar an‘: ' usaha dalam
i

bidang .omi :

b. B ongkol™ diartik g leh pelaku
L U ihak i‘isiati} sigpapun a apapun
Lal amﬁ?nh eger ilah tersebut
Ndung%sur-unsu i j a ihak atau

?&1 secara te‘ng-t an ' i tindakan
‘ enyesuaian doku % annya, membandin'gédokumen

‘ender sebelum v an»persaingan  semu, “menyetuj ui

A ~—

‘Ftau memfa ngkolan, tidak = menolak
mel akuk Un.,men ui  atau. sepatutnya

= '
mengetahdi ﬁ(a ﬂ'r t uKNmengatur dalam
rangka_memehangkan p ‘!Etefpu, pemberian kesempatan

-
eksklusif oleh penyel@“g"araﬁMau pihak terkait secara langsung
atau tidak langsung kepada pelaku usaha yang-mengikuti tender, dengan

cara melawan hukum.™*°

C. Unsur “Pihak Lain” menunjukan bahwa persekongkolan selalu melibatkan
lebih dari satu pelaku usaha. Pengertian pihak lain dalam hal ini melipuiti
para pihak yang terlibat, baik secara horizontal maupun vertikal dalam
proses penawaran tender. Berdasarkan keterlibatan pihak lain tersebut,
maka terdapat tiga bentuk persekongkolan, yaitu:

10 pergturan Komisi No. 02 Tahun 2010 pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan
Usaha dalam tender
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I Bentuk pertama adalah persekongkolan horizontal, yakni tindakan
kerjasama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya
mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang
dengan cara bertukar informasi harga serta menaikan atau
menurunkan harga penawaran. Dalam kerjasama semacam ini, pihak
yang kalah diperjanjikan akan mendaptkan sub-kontraktor dari pihak
yang menang atau dengan mendapatkan sgjumlah uang sesuai

kesepakatan di antara para ar tender.

secara vertikal, artinya

ii.  Bentuk k
j ‘ dengan panitia
' ) memberikan
. er i seorang

a ertikal, yakni
"persekt!gkolvmar g atau
pengguna ‘ajan d ili i

‘J dengan pelakd‘ | ' ﬁ

a p| hak yang terkait dalam proses

' ini dapat
T
YUTAY

“ -
M anipulasi “tender ad@k#ﬁarr & para‘pihak agar pesaing

memenangkan suatu tenders*2 K%pakatan ini dapatidicapal oleh satu atau lebih

ﬂabatkan panitia; jpemberi
penawaran secara

peserta tender yang sepakat menahan diri untuk tidak mengajukan penawaran atau
oleh para peserta tender yang menyepakati satu peserta dengan harga lebih rendah
dan kemudian menawarkan di atas harga perusahaan yang direncanakan (dan
dinaikkan). Proses pelelangan dirancang untuk meningkatkan keadilan dan

11 sacker and Lohse, Law Concerning the prohibition of Monopolistic Practices and
Unfair Competition, hal 315.

112 R, Shyam Khemani et. Al., A Framework for the Design and Implementation of
Competition law and Policy (Washington DC. And Paris; The World bank and Organization for
Economic Cooperation and Development=0OECD,1999),hal.23.
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menjamin bahwa harga yang serendah mungkin yang diterima. Manipulas harga
dalam suatu tender akan menghancurkan proses kompetitif ini. Kasus ini sering
terjadi atas proyek-proyek pemerintah.**® Praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme
(KKN) dalam proyek pemerintah telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat
dalam usaha memenangkan tender proyek tersebut. Persaingan yang tidak sehat
ini membuka peluang terjadinya monopoli orang atau perusahaan tertentu dalam
proyek-proyek yang berkaitan dengan pemerintah dan pada gilirannya merugikan
masyarakat umum.*** Mekanisme mani

bervarias, tetapi umum‘m

a

I dalam tender sangat beragam dan

y

Pl

‘iupaya men m
) tntuk mensuplai balfepbeh

ratif. atau

caradain

menol ak
au '9.1 penawaran untuk sub-kontrak
b. ‘mawaran pel Bidding). Perusahaan-perusahaan
"ﬂ bersaing se * : ‘9@ siapa yang Sehartsnya
rwangkw udian setuju. b yang lainnya akan

mengaj Mﬂ‘r ‘%m tinggi  untuk

menciptakan, @pil er Mg’bersemangat, alau perusahaan-
& gk

perusahaan yang kalauﬂa'oalfe@ukan harga-harga kompetitif tetapi

disertai dengan syarat-Syarat lain yang tidak dapat.diterima.

C. Rotas penawaran  (Bid Rotation); Para pesaing bergiliran menjadi
pemenang lelang, sedangkan yang lain mengajukan harga yang tinggi.
Perusahaan-perusahaan yang bersepakat itu secara umum akan mencoba

3 |bid.

14 Abdul hakim G. Nusantara dan benny K. Harman Analisa dan Perbandingan Undang-
Undang Anti Monopoli; Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, (Jakarta; Elex Media Komputindo, 1999), hal.21.

15 R Shyam Khemani, et al., A Framework for the Design and Implementation of
Competition Law and Policy, hal. 23.
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membuat tender-tender dimenangkan secara merata oleh masing-masing
dari waktu ke waktu, pola rotas yang teratur merupakan petunjuk adanya
persekongkolan dalam tender tersebut. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 mencakup konspirasi tender, yaitu suatu hambatan persaingan
yang seringkali dianggap sangat serius. Jika hasil pengumuman tender
menguntungkan salah satu peserta yang mengambil bagian, maka tender

tersebut secaratersirat mengandung pembatasan persaingan harga.

d. Pembagian Pasar (Market Divi adalah pola penawaran tender yang
der melalui pembagian
3 ﬂl cang wilayah

=23

»
a

t u, at. kontrak di

mana yang

T

ﬂse which

i {re below
to affect competiton‘ nificantly

enom‘to make it nec made applicable to them or to be
-

N -
applvrhem.m Apa juits maka dapat diambil intisari
bahwa persekongkol an.tender.tevjadi-dal am berbagai.b
menentukan sif Ma’r ' pehanjian mengenai
cover bid (pgiﬂr secara suk U“mahal), perjanjian tidak akan
i alain dal = gﬂﬂeﬂamé:an erfjanjian standar umum
bersaing satu sama'tain amaﬁ'n , perjan
untuk menentukan harga-atau kondisi tender, perjanjian.memeras peserta tetnder

“UNGTAD mgyatm
are tgd for transac¢nsi ol
a n threshold, Which‘ en

aitu perjanjian yang

luar, perjanjian yang sebelumnya mengatur pemenang tender atas dasar rotasi,
117

atau alokas geografiss, atau alokasi pelanggan." Perjanjian-perjanjian dapat

meliputi sistem penyediaan ganti rugi untuk peserta tender yang tidak berhasil

18 UNCTAD, Uruguay Round Agreements, hal. 315.

17 yakub Ad Krisnanto, “Analisis Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dan
Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender,”
http://yakubabadikrisanto.wordpress.com/category/persekongkolan-tender/page/2, diunduh pada
13 Oktober 2010.
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untuk dibagikan kepada peserta yang tidak berhasil pada akhir jangka waktu
tertentu,*'®

Persekongkolan juga dapat terjadi antara satu atau beberapa pelaku usaha
dengan panitia tender atau panitia lelang, misanya rencana pengadaan yang
diarahkan untuk pelaku usaha tertentu dengan menentukan persyaratan kualifikasi
dan spesifikas teknis yang mengarah pada suatu merek, sehingga menghambat
pelaku usaha lain untuk ikut tender.*'® Akibatnya kompetisi untuk memperoleh

penawaran harga yang paling menguntu tidak terj adi. Pemaketan pengadaan

yang seharusnya dilak kan aspek efisiensi dan
efektifitas, namufip
KKN. Panitia pengad ' | kan perlakuan

yang

‘u tuk kepentingan

L]‘?wi t [ tld;mﬁ Suatu’ lan ‘dalam
tenAenk jelaskanb Ing dijumpai
aan t(—.( der. Perlu tierupakan

%kongkol maupun
a‘ nya persekongkol aru‘s uktikan melaui p saan oleh
Ti m‘1er| ksa atau majé 2

as perseko ‘ai?ahtara lain meliputi:

|I|h indari. . pelaksanaan
4;“ AN
i man _ spes fik TUmIah muty,  dan/atau  waktu

penyerahaan barWarkan ataudijual atau dilelang

yang hanya dapat disuplal oleh satu pelaku usaha tertentu.

iii. Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta
tertentu yang dapat mengikuti/melaksanakannya.

iv. Adaketerkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa.

18 Sacker adn Lohse, Framework for the Design and Implementation of Competition Law
and Palicy, hal. 24.

1% Hernawanhadi, Penegakan Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Citra Buana, 2002),
hal. 33.
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v. Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai
dasar lelang.
vi. Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti.

Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan panitia antara lain

meliputi:

i. Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikas yang dibutuhkan,
sehingga mudah dipengaruhi

i, Panitiateraf' | Wu.
iii. ' ‘n derung ditutup-

ralelﬁﬂantaralal

syargan

mﬂ 5 A x
sah entu. ]
elaku usaha tert? !nai
pat dan/atau waktu an
angkan.
at, dan/atau waktu

Adanya uu dalam prakualifikasi walaupun

-
tidak atau kuranggmaﬂ&yaratan yang telah ditetapkan.

V. Pan|t| e@h Wkepada pelaku usaha
bahan y*

dibuat setelah prakualifikas dan
tidak diberitahukan kepada semua peserta.

tertentu.
vi. Adanya persyaratan

vii. Adanya pemegang saham yang sama di antara peserta atau panitia
atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung
dengan tender/lelang (benturan kepentingan).
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Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti
tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang antara
lain meliputi adanya persyaratan tender/lelang kepada pelaku usaha
tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu
penyerahan yang harus dipenuhi.

Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang antara
lain meliputi:

i.  Jangkawaktu pengumum der/lelang yang sangat terbatas.

ii. Informasi dengan sengaja dibuat

informasi yang lebih

media dengan
abar yang

Jarang dilihat
p g tidak

(o

\.publik (?;Sr
‘{ rF:]ee:gJ]zrrf:man{ d'er/I
‘ iklan yang#

"[ seringkali

pada surat kabar dengan ukuran

a baglan/Iayout surat “kabar yang

mnj adi target lelang.
|y Iélg( ok

A W
W $<u\en tender/lelang
antaral J
i, Dokumen tend?;ujngfambenkan tidak §ama bagi seluruh

calon pesertatender/l el ang.

ii.  Waktu pengambilan dokumen'tender/lelang yang diberikan sangat
terbatas.

iii. Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang
secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan

perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.
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0. Indikasi persekongkolan pada saat penentuan harga perkiraan sendiri atau
harga dasar lelang antara lain meliputi:
i.  Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas
satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan.
I. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada
pelaku usaha tertentu.
iii. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkam

pertimbangan yang tidak j an tidak wajar
h. ikasi e) atau open house
: . y
i i atax ﬂﬁm g tidak jelas dan
. ; Lo
egat diteri

alon p

tut p an tidak memberi p
ansecaraterbuka. ¢
; @kan pertemuarvt P
Je" i """ r
{ // ’r A N\
i Indikasi | gkol _&whan dan pembukaan dokumen
-
atau kotak penawaran Wa lain meliputi:
i.  Adanya an yang dﬁah batas waktu.
ii.  Adanyado :% amplop bersama-sama
tatend

dengan penawaran

menyetuj u‘
‘{ Panitia bekerjﬁ
4 informasi
'

ang yang lain.

iii.  Adanya penawaran yang diterima oleh panitia dari pelaku usaha
yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau
proses administrasi.

iv.  Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum
memasukkan penawaran.
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v.  Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran
secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.

Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang

tender/lelang, antaralain meliputi:

i.  Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta
tender/lelang dalam tender atau |elang sebelumnya.

lebih tlnggl atau lebih rendah dari

ahaan atau pelaku usaha

ii. Harga yang dimenangkan

harga tend

yang hampir

ang \yang

g ying sama
keistimew iﬂ peserta

Adanya beloe e'> aran tender/lelang yang mirip.

v{ Adanya -éh yang ditukar " atau
& g _..__.

viii. Prﬂ T il"dan tersembunyi.
iX. k‘peﬁerta tender/lelang  dalam

memémkan pen pa pola yang-sama dengan beberapa
tender atau.lelang sebelumnya.

Panitia c‘j/eru

tender/lelang @ tu.

Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang antara

lain meliputi:

I Pengumuman diumumkan secara terbatas, sehingga pengumuman
tersebut tidak diketahui secara optima oleh pelaku usaha yang
memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa
yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama
pengirim yang kurang jelas.
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ii.  Tangga pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang
tidak jelas.

iii. Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung
berdasarkan giliran yang tetap.

iv.  Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang
secara terus menerus di wilayah tertentu.

v.  Ada selish harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang

tender/lelang dengan h enawaran peserta lainnya, dengan

i askan
meliputi:
g

-nut50| RIoSes

/
m\d &onm saat, gedmjukan p ﬂer/lelang
penandatan‘q kontr lain meliputi:

‘ . Surat penunjﬁ engn tender/lelang telah keluarkan

.‘ sebhdlum pr i ’
mnderllelang mengalami

' [ Pener bltan
gja/vabkan
iv. jﬁtﬁ é‘l'ghllangkan hal-hal penting yang

sehar?.rswa menj @.bag’m-nﬂak terpisahikan dal am kontrak.

V. Penandatanganan kontrak dilakukan secaratertutup.

Vi. Penandatanganan kontrak mengalami. penundaan tanpa alasan yang
tidak dapat dijelaskan.

n. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan
antaralain meliputi:
I Pemenang tender/lelang mensub-kontrakkan pekerjaan kepada
perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender
atau lelang tersebut.
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ii.  Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesua dengan
ketentuan awal, tanpa aasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

iii. Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan
ketentun yang diatur dalam spesifikas teknis, tanpa aasan yang
dapat dipertanggungjawakan. %°

2.6.1 Pendekatan Rule of Reason dan Per se dalam Persekongkolan Tender
Black’s Law Dictionary m

practice
m requires that plainti
to<competition,an
ortuous. Per seﬁolat n
S&t’:\in types of busi
onsidered inher '
thout any n ?

e practices
st |aw, term that
ItS, such. as price fixi
and injurious to thespublic

T if the agreement has actually injured
Wet competiti“ v ™ - {_‘
/|
hukum yang di eh K¢ gawas Persaingan

an Lkanlul oﬁm\
ussha (KPRl Wffelo T ggn ter Nadalah dengan
menggunakarr-leue : eksplisit, Undang=Undang No.5
T

Tahun 1999 tentanglaranga%k Idonopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat tidak menyebutkan prinsip. rule of reason dan per se illegal. Penafsiran

are

yang dilakukan oleh KPPU untuk menentukan suatu perjanjian atau kegiatan yang
dilarang termasuk dalam kategori rule of reason dan per se illegal didasarkan
pada analisis redaksional atau kalimat yang terdapat dalam setiap pasal dari
Undang-Undang. Hal tersebut nampak ketika membandingkan di antara pasal-
pasal tertentu yang termasuk dalam kategori rule of reason maupun per seillegal.

120 jhat pedoman pelaksanaan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

121 Black’s Law Dictionary with Pronounciation, Sixth Edition Centennial Edition (1891-
1991), ST paul. Minn, West Publishing Co, 1990,
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Penafsiran yang dilakukan KPPU dalam ha menentukan suatu perbuatan

(perjanjian atau kegiatan) yang dilarang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1) Perjanjian atau kegiatan yang dilarang ditentukan sebagai rule of reason
apabila karakteristik bunyi pasal mempunya tujuan yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat.

2.) Sedangkan dalam perjanjian atau kegiatan yang dilarang yang termasuk

kategori per se illegal ditent sebagai perbuatan (perjanjian dan

wvbuatan tersebut tanpa
b ka‘ ‘l* ersebut. Dengan
%t dapat
oy —

anggar hukum

[
) erjudul “Per
Rule ( Reason ' g dli maksud
ar'inheren

{ Se atau p se il
b* dilarang ataunlegeﬁ‘ erh al u perbuatan atau tlndakarL praktek

yan‘sfat dilarang pembuktian terhadap dampak dari
-?fper seillegal dapat juga

w&sebut Men * w
diartikan gg sugtu._terminolo wa statu tindakan
dinyatakan melﬂWunr ' tatidak diperlukan

pembuktian  apakah N dak _i dampak negatif terhadap
persaingan ‘usaha. Perbuatan- pﬁu;a&’s@ﬂ*perjanjlan penetapan harga (price

kegiatan) yang

se

fixing agreements), perjanjian pemboikotan (boycotts agreements), dan perjanjian
pembagian wilayah (geographical ‘maret,division agreement) adalah contoh
perbuatan yang digolongkan sebagal per seillegal.

Rule Of reason adalah suatu doktrin yang dibangun berdasarkan
penafsiran atas ketentuan Sherman Antitrust Act oleh Mahkamah Agung Amerika
Serikat yang diterapkan dalam kasus Standard Oil Co. Or new Jersey vs United

22 Andi Fahmi Lubis, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks.
(Jakarta: ROV Creativ Media), hal. 38.
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Sate pada tahun 1911. ' Pendekatan rule of reason, yaitu penerapan hukum
dengan mempertimbangkan alasan-alasan dilakukannya suatu tindakan atau suatu
perbuatan oleh pelaku usaha. Untuk menerapkan prinsip ini, tidak hanya
diperlukan pengetahuan ilmu hukum tetapi penguasaan terhadap ilmu ekonomi.***
Melaui pendekatan rule of reason ini apabila suatu perbuatan dituduh melanggar
hukum persaingan, maka pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan
apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukan akibatnya

terhadap proses persaingan dan apakah uatan itu tidak adil atau mempunyai

pertimbangan  lainnya.; b ‘umentasi yang perlu
dipertimbangkand'antara. lai elio ‘ ilan, efisiens,
perlindungan t.lac»go
.‘ =
VKGHH’; ilakukan
L % naiProicya A g, ﬁ Hiridia
ak mengha‘ugl sanakan Ibad eskipun
, penyel enggaraah’ ai ukan engan keterbatasan itas yang
%b‘nya kurang ber al‘a angkutan Haji dilakukan dengan

kapWNGSI TIGA‘ .ﬁ)lasa digunakantntuk
mengan k lan

irahat Jemaah Haji di
kapal, sama d

ang dominan dalam
masalah perjalawﬁada asa yaltu keamanan di perjalanan

dan fasilitas angkutan Jemaah Haji W minim. Akan tetapi, hal tersebut

tidak mengurangi animo.dan kemgman umat Islam untuk melaksanakan Ibadah

122 Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia, hal 79.

124 Andi Fahmi Lubis, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal. 38.

125 Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia, hal 79.

126 |_aporan KPPU mengenai evaluasi K ebijakan Haji, hal.3.
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Haji, bahkan jumlahnya mulai meningkat secara cepat, yang diperkirakan mulai
sejak tahun 1910.*

Pada tahun 1921, umat Islam mulai bergerak melakukan upaya perbaikan
Ibadah Haji yang dipelopori KH Ahmad Dahlan, dengan menuntut KONGSI
TIGA melakukan perbaikan pelayanan pengangkutan Ibadah Haji Indonesia. Pada
tahun 1922, volksraad mengadakan perubahan pada pelgrims ordannantie,
sedangkan Hoofdbestuur Muhammadiyah mengutus anggotanya, KHM Sudjak

dan M Wirjopertomo ke Makkah untuk injau dan mempelgjari masalah yang

an tentang cite-
a . melakukan
utusannya,

mir untuk

kemutﬁan dan

‘J"

hsy h
27‘/IasaSetelahK‘

; guna m ' ngi nan untuk
ian 4|¢ Haji yan banyak

apan tarif oleh B jqa

-

ﬂknntah Indor girimkan misi Hai ke Makkah
yang ber &takan : Saleh Suady, dan H
Samsir Su ﬁja-ab nUhSaud. Pada tahun

itu juga bendeLaW tih pertama kali ‘dikibarkan di Arafah. Pada tahun 1949,
Ll Sl

jumlah Jemaah Hajivyang dlb@g;k#sm\:apal 9.892-orang dan pada tahun
1950 mencapai angka 10.000 orang ditambah 1.843 orang yang berangkat secara

mandiri.** Kedudukan PPHI lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya surat

127 | aporan KPPU mengenai evaluasi Kebijakan Haji, loc cit,hal. 4.

128 | ihat Ordonansi Haji 1922 Pemerintah Hindia Belanda mengatur mengenai angkutan
Jemaah haji, keamanan dan fasilitas angkutan selama dalam perjalanan.

12 penyelenggaraan Ibadah Haji pada masa ini dilakukan oleh Penyelenggara Haji
Indonesia (PHI) yang berada di setiap Karesidenan Dalam perkembangan selanjutnya, untuk lebih
memberikan kekuatan legalitas penyelenggaraan hgji, pada tanggal 21 Januari 1950 Badan
Kongres Mudlim Indonesia (BKMI) mendirikan sebuah yayasan yang secara khusus menangani
kegiatan penyelenggaraan hgji, yaitu Panitia Perbaikan Perjalanan Hgji indoensia (PPHI) yang
diketuai oleh KHM Sudjak.
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dari Kementerian Agama, ditandatangani oleh Menteri Agama RIS KH Wahid
Hasyim, Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950, kemudian disusul dengan Surat
Edaran Menteri Agama RI di Yogyakarta Nomor A.111/1/648 tanggal 9 Februari
1950 yang menunjuk PPHI sebagai satu-satunya wadah yang sah, di samping
Pemerintah, untuk mengurus dan menyelenggarakan perjalanan Haji Indonesia.
Sejak saat inilah dengan berdasarkan legalitas yang kuat, masalah Haji ditangani
oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama.**°

Pada tahun 1952, dibentuk per
yang disetujui oleh
menjadi pamﬂa‘l
menunai kaﬁ I

aan pelayaran PT Pelayaran Muslim
' unya perusahaan yang
‘1 berminat untuk
gat terbatas,
atah yang telah
akat untuk
angan skala
I terjadi,

M enteri

dlt P‘
kan Ibadah Haji
w. keti altum
sgja Juml

meningkat. Sebagal |nfor

(t| g‘u tiga ratus semb
kat duakali*

: etap juga
9 bhiaya hgji sebe;ag*m 395,14
belas sen). Pada tahun 1950 dan
.725 (enam ribu empat ratus

del apan puI#t
J .b anitia yang mandiri,

yaitu Panltla;iw atan dan Haji (PPPH). Panitiaini diberikan

A A
kewenangan penuh dalam m%es%@i‘ap permasalahan yang timbul dan

pengambilan keputusan.dilakukan oleh ketua Panitiasatas persetujuan Menteri

Agama, tanpa melibatkan departemen secara langsung. Pada tahun 1962, biaya
Haji sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan pada tahun 1963 biaya haji
naik signifikan hampir 3,5 kali lipat menjadi Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).
Tidak lebih dari 2 tahun, pada tahun 1964 Pemerintah mengambil alih

kewenangan PPPH dengan membubarkannya, selanjutnya kewenangan tersebut

130

Laporan KPPU mengenai evaluasi Kebijakan Haji, loc cit,hal. 20.

B bid.,
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diserahkan kembali kepada Dirjen Urusan Haji (DUHA). Pada tahun 1964, biaya
haji tidak lagi disubsidi Pemerintah, sehingga biayanya meningkat duakali lipat di
mana biaya dengan kapal laut ditetapkan sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu
rupiah) sedangkan dengan pesawat udara ditentukan sebesar Rp1.400.000 (satu
juta empat ratus ribu rupiah). Di tahun 1964 juga dibentuklah PT Arafat untuk
mengatasl permasalahan angkutan laut yang sebelumnya dilakukan oleh PT

Muslim Indonesia.**?

272 Periode 1966 s.'B

Direktur
besara ] anajexi
6 e,
kw Hefffien am
ud engan diba&iuk
sefek

dalam tiga
pesawat

n d'i!ari, maka
un 1967 penyeleﬂ ar ad gi dikembalikan kepada M enteri
Aga‘ Melalui ini, calon Jdem 7 Ia‘meraaakan bahwa pelayanan

[

peerq’i yang dil -Iﬁoih mahal dibandingkan

dengan enggaraai Haji.oleh D <alb ing itu, banyak calon
'ﬁja&nan Haji swasta

Jemaah Haji y?' gkr '

ketika itu, mwi.ﬁagal ﬁa,ng‘\@akan Ibadah "Haji dikarenakan
- i owr

keterbatasan al at transportasi % A

Bercermin pada.pengalaman buruk yang diaami,_oleh masyarakat calon

Jemaah Hgji, maka Pemerintahdkut ‘serta bertanggungjawab secara penuh dalam
penyelenggaraan Haji, baik dari penentuan biayanya sampai kepada pel aksanaan

132 Sehagaimana disuratkan dalam Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1964 dan
dikeluarkan keputusan Menteri Urusan Haji Nomor 132/1965 penentuan biaya perjalanan hgji
menggunakan kapal laut

138 K eputusan Dirjen Urusan Haji Nomor 105 7 Tahun 1966

13 Keputusan Presiden nomor 92 Tahun 1967 yang memberikan wewenang kepada
Menteri Agama untuk menentukan besarnya biaya haji.** Namun pada tahun 1968 besaran biaya
haji kembali ditetapkan oleh Dirjen Urusan Haji dengan Keputusan Nomor 111 Tahun 1968. Pada
tahun 1968
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serta hubungan antar dua negara mulai dilaksanakan pada tahun 1970.** Pada
tahun 1971 sampai dengan tahun 1973 penyelenggaraan |badah Haji tidak banyak
mengalami perubahan kebijakan. Sebuah peristiwa tragis terjadi pada tahun 1974,
yaitu ketika pesawat udara Martin Air yang mengangkut Jemaah Haji Indonesia
mengalami kecelakaan di Colombo yang menelan korban sebanyak 1.126 orang.
Pada tahun 1976 dilakukan perubahan tata kerja dan struktur organisas
penyelenggaraan Ibadah Haji, di mana dilaksanakan oleh Dirjen Bimas Islam dan

Urusan Hagji (BIUH), Departemen ama. Dengan mempertimbangkan

j laut yang tidak dapat

banyaknya permasal ahwj g )1
sseion, ool 4 P ﬁ‘"
W

n‘ 79 pemerintah
meniadakanipéngangkutan apkan bahwa

penyel ah H dengan | pesawat
udara.'*° ?engh tersebut,
L gkut‘Jemaah

sebabkan

3neninggal
-
nl a dalam penyelenggaraan Haji

d hw We@a'r Nomor 53 Tahun'1981
yang my Ibadiah, Hajig-hanya dilekukan olen
Pemerintah. ﬁ(y amfar“tal‘ﬁ#mmah kembali
mengikutsertakanipih SNaE Mmaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Mulai tahun 199Wemerinta%em’iﬂ'penekanan pada pemberian sanksi

yang jelas kepada swastayang tidak melaksanakan tugas sebagai mana ketentuan

kej tragis kembali terjadi;.d
H! I amengqami kecd

k ahan navigas

yang berlaku. Sentraisas <kebijakan sdan »monopoli sangat mewarnai

penyelenggaraan Hagji pada fase ini, di mana manajemen penyelenggaraan Haji

135 pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969 menetapkan
kebijaksanaan bahwa seluruh pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji diproses dan diurus oleh
Pemerintah, dan mengharapkan calon Jemaah haji agar dalam menjalankan Ibadah Haji melalui
prosedur resmi sesuai ketetapan pemerintah

136 pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK-72/0T.001/Phb-79.
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yang diadops berbasis sistem birokrasi tradisional sebagaimana dilakukan pada

masa kolonial Belanda.**’

2.7.3 Periode 1999 s.d. Sekarang

Sorotan masyarakat terhadap inefisiensi dan biaya tinggi dalam segenap
proses penyelenggaraan Ibadah Haji mewarnai perubahan kebijakan pada
tahapan/masalfase ini. Pemerintah menghapus monopoli angkutan Haji dengan
mengizinkan kepada perusahaan pen

an asing, Saudi Arabian Airlines,

untuk melaksanakan M tersebut biaya angkutan

penerbangan da[‘di d 0,- m (#) Penurunan tarif
\. " .

ini juga Sﬂ Jemaah Haji
kepada i mpang (sebagai

di- Arabian Airling gangkutan

Hajl onesia). 3’% aHun peny: ah Haji, baru
;K 99 per%]a kali di gatj-Undang r un 1999
yelenggar Ib ai  pijakan y dalam

p ggaraan Haji Info | uarnya Undang-UnﬁNo. 17

ters‘ penyelenggaraa

undvrm Sedangka

ketentuan g ber

Takllmatu rr\f aan Haji, seperti
pemondokan, tran‘o dan eten maksanaan ibadah seperti jadwal

waktu pelempara‘ﬁ*lumrah ,ﬁa (’s@ﬁs Jemaah -H&ji untuk Arafah-
Muzdalifah-Mina dengan.sistem taraddudl Pada sub-sub.bab berikut di bawah ini
akan dikemukakan mengena potret, penyelenggaraan Haji pada kurun waktu

dar pada ketentuan perundang-
-

rab Saudi disesuaikan dengan
a tercantum dalam

sepuluh tahun terakhir, termasuk mengenai permasal ahan yang ditimbulkan paska
penerbitan Undang-Undang No.17 Tahun 1999 dimaksud.

Ditjen BIUH merupakan pelaksana teknis penyelenggaraan haji untuk
tingkat Pusat, yang mempunyal tugas dan fungs menjalankan sebagian tugas

137 pemerintah menyempurnakan peraturan tentang Penyelenggaraan Haji dengan
Peraturan Nomor 245 tahun 1991.

138 Melalui Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998.
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pokok Departemen Agama di bidang bimbingan masyarakat Islam dan urusan
Haji serta menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan dan pengendalian
kebijaksanaan teknis bimbingan masyarakat, penerangan dan urusan Haji. Dengan
kata lain, unit teknis yang mempunyai fungs sebagai penanggung jawab (leading
sector) dalam penyelenggaraan Haji dan telah mendapat delegas wewenang
dalam hal fungsi perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis
penyelenggaraan Haji diberikan kepada satuan unit kerja Ditgara Haji dan Ditbina

Haji.**°

Pelaksanaan k an d| Arab Saudi. Di
masing-masing ‘r haji sebagai
berikut: Pﬂt koordinator enyel garas"l ovins adalah

Gubernu p‘naan i epala Kant K akanwil)
r natol p@yeleng Haji di

/ko adalah'Bu I dijalankan
0|L epag K%upatm/k Ibadah
H Saudi ad Kepal Republik Indon g dibantu

nsul_Jendera Repd) ddah sebagai koord&gor harian.
g&s terkecil dal ah Haji adalah kelompok terbang
ditunjuk petugas

(klov yaitu sekelomp @u@&

kapastas at _yang.digunak

operasion ya{ Mw{ arm diy, di Arab Saudi
sampai kembali kest i Unsur pemandu Haji (TPIHI) yang

juga berfungs " sebagai ketu - g, pembimbing 1badah (TPIH),
kesehatan (TKHI), ketuarembongan yang membawahi-empat regu dan ketua regu

sesuai dengan jenis dan

yang membawahi sepul uh orangJemaah Haji.**

Pada masa operasional Haji, meliputimasa pemberangkatan Jemaah Hgji
dari asrama embarkasi ke Arab Saudi sampai dengan pemulangan haji dari Jeddah
dan kedatangannya di embarkas asal, dibentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
(PPIH) yang berfungs sebagai pelaksana operasional yang melibatkan instans
terkait yang terdiri dari PPIH Pusat, PPIH embarkas dan PPIH Arab Saudi.

139 aporan KPPU mengenai evaluasi Kebijakan Haji, hal. 10.

140 | pid.
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Pengendalian penyelenggaraan Haji di tanah air dan di Arab Saudi dilakukan oleh
Menteri Agama, sedangkan teknis pengendalian operasional Haji dilakukan oleh
PPIH di tingkat Pusat, sedangkan pelaksanaan operasional di daerah disesuaikan
dengan ruang lingkup daerah tugasnya.***

2.7.4 Quota dan Realisasi Pemberangkatan Jemaah Haji
Mangjemen Hai mempunyai Kkarakteristik yang spesifik dengan
memadukan unsur pelayanan kesehat elayanan ibadah dan keterkaitannya

an berubah, termasuk di
idak dapat|diprediksikan sebelumnyal®
d KT~

peti i kan pada
i o
i 99‘ akhi yelenggaraan

ah Haji. dari tahun 'l«éuun selalu
1999 ketika porsi tersebut tidak
-

i puncaknya. Jurmlahiderash

dengan lingkungan ek

dalamnya kebi] 41
Berdasarkan
nasional

¥
an |

[N
ter

Haji |nc? ketikavitu hanya-m .4@@§aha| quota nasional
saat itu any%ﬁ OT a - N\

Pada suatu: ketika per M‘pe@ikiran bahwa aokas porsi
provinsi ditetapkaﬁ‘berdasarkwﬂ"m, Mk agama. lslam di suatu provins,
sebagaimana rasio quota.yang ditetapkan OK . Akan tetapi, dalam kenyataannya
jumlah penduduk dibanding dengan,peminat Haji di sebagian daerah ternyata
tidak proporsiona. Melihat kenyataan tersebut, akhirnya yang dijadikan dasar
dalam penetapan porsi adalah fluktuasi jumlah Jemaah Hgji tiga tahun terakhir

141 1 bid., hal. 20.

142 Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji Sudi Kasus dan Telaah
Implentasi Knowledge Workers, hal. 59.

143 Sesuai dengan hasil keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam
(KTT-OKI) di Amman, Jordania tahun 1987, jumlah Jemaah Haji untuk masing-masing negara
telah ditetapkan secara seragam, yaitu sebesar satu permil dari jumlah penduduk suatu negara.
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dari masing-masing provins. Keterbatasan quota Jemaah Haji Indonesia
menimbulkan konsekuensi tidak semua peminat Haji dapat menunaikan Ibadah
Haji pada tahun yang diinginkan.**

Kesempatan pendaftaran menunaikan Ibadah Haji diutamakan kepada
peminat yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melunasi BPIH sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Direktorat Jenderal Bimas
Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, quota
atau Jemaah Haji yang berangkat m ikan lbadah Haji terbagi dalam tiga

jenis, yaitu Jemaah rew\]
(kloter maupun ‘ .
dalam kurun v. ter terudﬁ

rata-rata

dan Jemaah lain-lain

s
q Haji Indonesia

katan dengan

F ] ar. -
tiap‘ln harﬁ p
terjadi {enurunan

E‘ gn 11,87% u‘uk
p an terbesar terjad\‘ a

penl‘an terbesar terj

yanvj ?l’padatahun ‘d

[

g terjadi
aah khusus
Jemaah
tahunnya,

ngga mencapai 64,7%. Penurunan
@h’i Sis moneter yangiterj adi

pada tahun 7/199 id langsung lama, satu
tahun set ﬁﬂjl angwberdampak pada
kemampuan mas i ntuk Hal Seperti yang kita ketahui

bahwa saat ini pern‘berangkat | Indonesiake tanah suci Mekkah
dilakukan melaui 11 embarkasi yang terbagi dalam 8izona, yaitu :*

1 Zonal : Banda Aceh, Medan, Batam/dan Padang.

2. Zonall : Jakarta, Solo, Surabaya dan Palembang.

3. Zonalll : Balikpapan, Banjarmasin dan Makassar.

Apabila dilihat perkembangan Jemaah Haji menurut zona embarkasi,
ternyata zona | memiliki perkembangan yang terbesar tiap tahunnya dengan rate-

144 | bid.
145 | bid, hal. 25.
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rata mencapal 15,34% sedangkan zona Il sebesar 13,86% dan zona |1l sebesar
6,22%. Pada tahun 2005, jumlah Jemaah Haji yang terbanyak diberangkatkan
melalui embarkas Jakarta, yaitu mencapal sebesar 43.653 Jemaah, kedua
embarkasi Surabaya sebanyak 40.133 Jemaah, lalu diikuti oleh embarkasi
Makasar, dan embarkasi Solo.

2.7.5 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
ji berasal dari Jemaah Haji yang
ji kepada Menteri Agama

Pembiayaan penyelengaraan

membayar sgjumlah d

R/

R b }f‘i\\-

vi. Mena’apkan stan@pelﬂmﬁﬂgkutan Haji;

Vii. Menetapkan standar akomodasi untuk calon Jemaah Haji di Saudi
Arabia.
b. Pelayanan, meliputi kegiatan-kegiatan antaralain:
i Pendaftaran calon Jemaah Haji;
ii. Pengaturan dan pel aksanaan pembayaran |badah Haji;
iii.  Pengurusan dokumen Haji (visa, passport, dll);
iv. Pelayanan manasik Haji dan pembekalan calon Jemaah Haji;

146 Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji Sudi Kasus dan Telaah
Implentasi Knowledge Workers, hal. 65.
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v.  Meakukan pengelompokan Jemaah (kloter);

vi. Membuat kontrak dengan perusahaan penerbangan;

vii. Membuat kontrak dengan agen-agen pemondokan di Saudi Arabig;

viii. Membuat kontrak dengan perusahaan-perusahaan konsumsi di Saudi
Arabig;

iXx. Pelaksanaan pemberangkatan calon Jemaah Haji;

X.  Pengaturan tenaga pendamping calon Jemaah Haji;

Jemaah Haji di Saudi Arabig;

adi Saudi Arabig,

Penyediaan pemondokan

anah air.

pengamanan
Siapkan

N

a pendam gd
Y
«

BRI ke tanah ol
[

i“dengan

4

iayaan p & ji | dari Jemash Haji yang
memba?imlah w-m aikan | badah.Haji ada Menteri Agama
melalui kW/ aw .f itUnjuk  pemerintah.
Penunjukan bankspenérima SetOran ana untuk menunaikan Ibadah Haji
dilakukan setelah mendapat p@bﬂMGubemur Bank Indonesia. Biaya
yang dibayar oleh Jemaah inilah yang disebut dengan.Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH), ataurdahulu, sebelum/dikeluarkan UU No0.17/1999 tentang
Penyelenggaraan Haji dikenal dengan nama ONH (Ongkos Naik Hgji). Besarnya

BPIH bervariasi setiap tahunnya sesuai dengan fluktuasi nilai tukar valuta asing
dan kondisi perekonomian.*’

Perkembangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1996-2007 dilakukan
oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR R,

147 Perkembangan BPIH dalam kurun waktu 12 tahun terakhir (1996-2007).
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yang selanjutnya digunakan untuk keperluan penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dengan kata lain penyusunan BPIH dilakukan secara konsultatif antara

Pemerintah dengan DPR RI. Secara garis besar mekanisme penyampaian rencana

penentuan BPIH dapat diuraikan sebagai berikut:

a Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama,
merumuskan konsep rincian pengeluaran selama operasiona Hagji
berdasarkan biaya tahun-tahun sebelumnya, baik pembiayaan operasional
di tanah air maupun operasi onal Haji di Arab Saudi.

b. Bahan tersebut

terbatas yang biasanya
iri oleh unsur
I terkait dari

luas dan
D temen
i,ﬂ dan
il untuk

ghasilkan draft finaé?lj

d. ﬁraft BPIH k a DPR yang kemudian dibahas
-

IKomls VI a@aﬂ berlangsung dalam dua
a|tu Wﬂ PU) dan tahap Rapat

Kerja( // p;r N\
e Hasil w& NSPR tersebut kemudian diajukan
kepada Presiden untuWa BPIH..Komponen-komponen

yang menjadi toleksukur BPIH, antara |ain dalam.bentuk US$ untuk biaya

>

penerbangan Indonesia<Arab, Saudi ' (pulang  pergi/PP) dan biaya
operasiona di Arab Saudi.

Biaya tambahan dalam bentuk rupiah adalah untuk operasional dalam
negeri. Secara ringkas masing-masing komponen perhitungan BPIH tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut:

a Biaya penerbangan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemerintah
kepada pihak penerbangan yang mengangkut Jemaah Haji yang dilakukan
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secara charter. Biaya angkutan udara merupakan komponen paling besar
dalam susunan BPIH, yaitu antara 40 persen sampai dengan 48 persen.
Adapun komponen yang menjadi beban pihak penerbangan adalah seluruh
biaya operasional angkutan penerbangan Haji yang sesuai dengan
spesifikas yang diminta oleh Departemen Agama, antara lain free seat
sebesar 2 persen untuk keperluan petugas Hgi; pelayanan waktu
pemberangkatan yaitu check in di asrama Haji embarkasi di tanah air
termasuk angkutan orang dan b
in di Madinatul

; pelayanan pemulangan yaitu check

utan orang dan barang
erupa koper, tas
bat-obatan ke

gunakan
a yang harus
Haji di
enjadic biaya an biaya
ahah ammah (gen

Servi ce)

Iputi belanja pegawai atau
anja.perjalanan, sewa gedung dan
a8h Haji selama di

AfabSaUﬂ‘ '}

C. Biaya operasional da@n#uﬁ&upakan biaya yang dipergunakan
untuk penyelenggaraan operasuonal Haji di Indonesia yang terdiri dari
biaya operasionapusat, biaya,operasionadi embarkasi, biaya operasional
di daerah, airport tax dan biaya jasa administrasi bank. BPIH untuk Haji
khusus (ONH plus) ditetapkan Pemerintah lebih tinggi daripada Hagji
reguler karena terdapat perbedaan signifikan atas fasilitas yang dapat
dinikmati oleh Jemaah Haji. Untuk penyelenggaraan Ibadah Haji khusus
ini Pemerintah bekerjasama dengan swasta, yaitu perusahaan
penyelenggaraan Haji khusus dan umrah yang telah mendapatkan izin dari
Departemen Agama. Menurut data dari Departemen Agama tahun 2006,
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saat ini di Indonesia terdapat 223 perusahaan penyelenggara |badah Haji
dan umrah yang telah mendapatkan izin. Di samping membayar besarnya
BPIH yang telah ditetapkan, Jemaah Haji masih harus menanggung biaya
lain yang tidak termasuk dalam komponen BPIH, yaitu biaya pemeriksaan
kesehatan, perjalanan dari daerah asal ke asrama embarkas dan
sebaliknya, biaya ziarah di Arab Saudi dan biaya Dam (kewajiban untuk
menyembelih kambing atau unta atau sapi yang dikenakan kepada Jemaah

Haji yang tidak melaksanakan satu atau lebih kewajiban haji sesuai

dengan ketentu

w [ Garuda
pada tah alui_pesawat

mengll{sertakan
ji, yaitu Sa |Ar

bangan as
Iln ). Salah satu d
jakan sebut adalah tanf
garuh dalam penetapan komponen

S|t|f yang

C gnlflkan dengan
dap‘tekan dan diturur

aWanan hajl

sahagg.ospghangm ag ortasi Haji dilakukan

oleh M T ev.ﬁn§ melalui  proses
kut

penetapan spesw Mgar_batas dan negosiasi. Dalam

operasionalnya peﬁerbangan Iﬂ‘dllwgan sistem-charter, sehingga tarif
yang ditetapkan lebih_tinggi dari tarif penerbangan reguler dengan rute yang

utan haji

-.ah biaya angkutanTudara.

&ama“g

Penyelenggaraan angkutan Haji, menurut Departemen Agama merupakan
kegiatan yang khusus/spesifik yang ditandai dengan: Pertama, keterikatan dengan
ketentuan keharusan melibatkan Saudi Arabian Airlines (SV) dalam angkutan
Haji atau apabila tidak mengikutsertakannya, maka pihak yang mengangkut

148

Laporan KPPU mengenai evaluasi Kebijakan Haji, loc cit,hal. 30.

9 1pid.,
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diharuskan membayar royalty kepada Saudi Arabian Airlines (sebesar US$ 100
per penumpang); Kedua, angkutan Haji berbeda dengan angkutan reguler karena
dalam penetapan biaya angkutan Haji harus memperhitungkan adanya empat kali
penerbangan Indonesia-Jeddah pergi pulang; dan Ketiga, angkutan Haji bukan
sekedar mengangkut Jemaah Haji dan barang bawaan dari bandara asal ke bandara
tujuan, tetapi juga meliputi pelayanan check in di luar bandara (asrama Hagji
embarkasi dan Madinatul Hujjaj).*>

Dalam perkembangan selanj setelah pada akhirnya tempat

(Banda Aceh, Medan,

pemberangkatan h@l
Batam, Padang, ‘
Banjarmasm)

tenggan

unt alah sebagai

b
da (GA) kurang
SV) kurang lebih 52
urang lebih 27 flight; *

arkas Jakarta den
‘ engan pesawat ﬁ"
b. ¢mbarkas Med
G@Emang lebih 94 flight:

c. ‘i!arkas Ujunw* \
d. Em GA kur ih 94 flight;

fllght dan

)

rlin

e  Em ark{%jé\gv GA ~) light;

f. mceh GA kurang lebil38 flight;
g Embarkasi'Surabaya dengan pﬁaksv kurang lebiha16 flight; dan
h. Embarkas Batam dengan pesawat SV kurang elbih 16 flight;

130 Awal angkutan Jemaah Haji Indonesia dengan menggunakan angkutan udara dan
daerah pemberangkatan Haji masih hanya satu yang dipusatkan di Jakarta, maka dalam satu hari
satu malam (24 jam) panitia pemberangkatan Jemaah Haji harus memberangkatkan Jemaah
sebanyak 16 kloter. Berati dalam 24 jam tersebut harus tersedia 16 pesawat untuk mengangkut
Jemaah Haji secara berturut-turut dalam waktu sekitar 28 hari.
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2.7.7 Organisas Penyelenggaraan |badah Haji

Perangkapan peran Pemerintah sebagai Regulator dan Operator berimbas
pada kualitas pelayanan yang tidak maksimal karena potens distorsi yang tinggi.
Hubungan antara Regulator-Operator maupun Pengawas-Operator bersifat
vertikal. Secara ideal hubungan antar fungsi vertika tidak akan efektif dalam
upaya efisiens apabila dirangkap oleh satu institusi. Hubungan rangkap antar
fungs vertikal menyulitkan pengawasan dan penerapan mekanisme reward and

punishment. Berdasarkan pengalaman elenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

selama ini, Departem atkan sanks ataupun
‘hukuman’ ~ atasll t an di dalam
penyelengg‘r’adah ji. Bentuk distorsi-aki kapan fungsi

perator dapat M didapatkan

regul ator

tim il

terkait'd

pl’aktek pen embarkas-
Beﬂasarkani ormasi

mana diny Asosiasi

J Sulawesi atan ggaraan tender bersifat
ob as belaka. Sudah l‘f un 'p enang tender peny Katering
untu‘nbarkas Mak arll antara dua peru&ahaan" yang tidak
Ia| ah satuny Q-n"dengan salah 'saturmantan

Gubernur

é bisnis' dari pejabat
Departemen Aﬁﬁé\

an
\nder pengadaan
katering Jemaahﬂ] iE rot |b Jf'!'lan tender yang dicantumkan di

harian Media Indonesia y merupakan harian yang sering

dibaca di Jawa Timur- %hmgga menyebabkan -minimnya informas dan
keikutsertaan pelaku usahakatering di, JawaTimur.

Distorss serupa juga terjadi dalam mekanisme pengadaan jasa
pengangkutan Jemaah Haji atau transportasi dari daerah asal ke embarkasi.
Bahkan untuk kegiatan pengadaan jasa transportasi ini, diakui oleh ORGANDA
tidak secara transparan dipublikaskan olen Pemerintah Daerah sebagai
koordinator penyelenggara Ibadah Haji di tingkat daerah. Unsur kedekatan
merupakan faktor dominan dalam penentuan pihak yang berhak untuk
menyel enggarakan jasa transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi.
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2.8  Sgarah dan Perkembangan Garuda

Garuda Indonesia merupakan perseroan yang memiliki sejarah operasional
yang panjang hingga menjadi maskapai penerbangan pembawa bendera negara
Indonesia yang melayani perjalanan penerbangan internasional dan domestik.
Ketika awal beroperas pada tanggal 26 Januari 1949, penerbangan komersial

Indonesia yang pertama mulai beroperasi dengan menggunakan nama “ Indonesian

" baru setelah itu pada tangg Desember 1949, “Garuda Indonesian
0‘3 nama Garuda

ture) antara
51%) dan
kan » Akta
an Raden
Republik

No. JA.
di*Kantor Pengadé‘Negeri di

JakM| bawah No. 32 1950 dan telah diumumkan dalam
Berwﬁra Republl @ggal 12 Méi1950] dan
Tambahan Berita Negara Republik 6. Pada tahun 1954,
Negaraﬁ af wﬁah\melalw Menteri
K euangan, memy‘p 'am&( ruda Indonesian Airways NV. %2

Pada tahun 1956, Persewn diﬁhmjadl PT Perusahaan Penerbangan
Garuda Indonesia (Persero); %buah perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara

Airways,

m?"‘
T asNolS

tarls d(akarta, t
ikat dal eput
5/42/10, telah d.daftarkanﬂ

yang tunduk pada hukum‘Negara Republik Indonesia, untuk melanjutkan kegiatan
usaha dari Garuda Indonesian Airways NV. Pengaihan Bentuk Perusahaan
Negara (P.N.) Perhubungan Udara “Garuda Indonesian Airways’ menjadi
Perseroan (Persero), dilakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum Perusahaan
Negara (P.N.) Perhubungan Udara “Garuda Indonesian Airways’ menjadi

Perusahaan Perseroan (Persero), di mana dengan dilakukannya penyesuaian

13! progpektus Penawaran Saham PT Garuda |ndonesia.
2 | bid.
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tersebut, Perusahaan Negara “ Garuda Indonesian Airways’ dinyatakan bubar pada
saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero).’*

Status Perseroan sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan
Penerbangan Garuda Indonesia (Persero) dibentuk berdasarkan Akta Pendirian
No. 8 tanggal 4 Maret 1975 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 42
tanggal 21 April 1975, dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 24
tanggal 12 Juni 1975. Ketiganya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H.,
Notaris di Jakarta yang telah mendapaty, pengesahan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan, No. Y.A. 5/225/8 tertanggal 23
Juni 1975, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tangga 1 Juli
1975 berturut-turut di- bawah No. 2250, 2251 dan 2252, serta telah' diumumkan
dalam Berita Negara Republik, |Indenesia“No.<68, tanggal 26 Agustus 1975,
Tambahan No. 434 (*Akta Péndirian”).**

Pada tahun 1985, Perseroan mengganti identitas perusahaan menjadi PT
Garuda Indonesia (Persero). Perseroan telah’ memperoleh persetujuan untuk
melakukan Penawaran Umum Perdana sesual dengan persetujuan privatisas dari
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Disamping itu, ha ini telah
ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan “Pemerintah
Republik Indonesia No. 4 Tahun'2011 tanggal 11.Januari 2011 tentang Perubahan
Struktur Kepemilikan, Saham.Negara Melalui Penerbitan. dan Penjualan Saham
Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan'Penerbangan Garuda
Indonesia (Perser). Thk.*® Pada tanggal' 30'September 2010, Pérseroan memiliki
1 kantor pusat dan 6"Area M anajemen yang fhengel ol a 49 kantor cabang:**°

53 Lihat Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tertanggal 4 Januari
1975 No. KEP-2/MK/IV/1/1975 tentang Penetapan ModalPerusahaan Perseroan (Persero) PT
Garuda Indonesian Airways.

154 |_aporan prospektus PT Garuda Indonesia hal. 35.

5 Tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
No.PW.01/5972/DPRRI/IX/2009 tanggal 16 September 2009, dan persetujuan RUPS yang
dituangkan dalam Akta No. 24 tanggal 16 Nopember 2010, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH,
Notaris di Jakarta dan persetujuan pemegang saham Perseroan, antara lain berkenaan dengan
jumlah Saham Baru dan harga penawaran, yang dituangkan dalam Keputusan Edaran Para
Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari RUPSLB tanggal 26 Januari 2011

18 Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami

beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para
Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 16 Nopember 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah
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1 Area Western Indonesia, yang mengelola 14 kantor cabang di Jakarta,
Bandung, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru, Palembang,
Yogyakarta, Solo, Semarang, Pangkal Pinang, Tanjung Karang, dan
Jambi;

2. Area Eastern Indonesia yang mengelola 18 kantor cabang di Surabaya,
Denpasar, Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Paangkaraya,
Pontianak, Mataram, Jayapura, Biak, Timika, Maang, Kupang, Ternate,
Kendari, Palu, dan Ambon;

ngapura, Kuala Lumpur,

lna, ‘Iﬁng di Tokyo,

I Sydney,

‘i Jeddah,
)

-
an Dasar Perseroan, maksud dan

ang lelﬁelolaB kan

| )

.'% angkutan udarasniaga,

tuj uv’géroan

serta OWQS iliki Perseroan untuk
menghasi B&daya saing kuat

untuk menda&aﬂ‘/ ejar eun ‘A“menlngkatkan nilai Perseroan

dengan menerapkan prinsip- pwpw erbatas. Untuk mencapai maksud

dan tujuan tersebut di_atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama

sebagal berikut:

a Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam
negeri dan luar negeri;

Helmi, SH. Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54724.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22
Nopember 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU 0084627.AH.01.09
Tahun 2010 tanggal 22 Nopember 2010 dan No. AHU 0001962.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 10
Januari 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta
Pusat di bawah Tanda Daftar Perusahaan No. 09.051.62.37582 tanggal 25 Januari 2011
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b. Angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos
dalam negeri dan luar negeri;

C. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri
maupun untuk pihak ketiga;
d. Jasa penunjang operasiona angkutan udara niaga, meliputi catering dan

ground handling baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
e Jasa pelayanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri

penerbangan, baik untuk keperlu diri maupun untuk pihak ketiga;

w industri penerbangan;

' au‘ ‘ gan industri
ak ketiga;

eperluan sendiri

s

un 2006
ahan Penyertaan Modal Negara

W Perseroan; sebesar

ik Indonesia sesuai

ﬁooo Wﬁ
Peratur epm - 2007 tanggal 10
Desember 200 a'taan Modal Negara Republik

Indonesia Ke delaifiModal Sa@.Pe’oh

Perubahan “Anggaran Dasar Perseroan secara. keseluruhan disesuaikan
dengan Undang-Undang No..19/2003, Undang-undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 40/2007"), Peraturan Pemerintah No. 45
Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Negara (“PP No. 45/2005") dan perkembangan kebutuhan
pengelolaan Perusahaan. Perseroan adalah Badan Hukum Indonesia yang 85,82%
dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dimiliki oleh Negara

‘ esual Peratur Indonesia No. 46

tang‘ 28 Desember

ndones a

Rp500.

Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia memiliki 22.500 (dua puluh dua
ribu lima ratus) saham atau 100% dari modal ditempatkan dan disetor penuh
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dalam PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), sedangkan PT Bahana
Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) memiliki 99,99% modal ditempatkan dan
disetor penuh dalam PT Bahana Securities.>

CFAN R
o ‘AN
bt \g

L AN 4

157 |_aporan prospektus PT Garuda Indonesia hal .50.
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BAB 111
ANALISISPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
PERKARA NOMOR: 23/K PPU-L/2010

3.1. KasusPosis da erkara Give Away Haji
3.1.1 Pihak yang B
K omi

dugaan

a. memeriksa

va disebu ndano
pengadaan

onesia | (Persero) . I Gaya Bella D i
skarindo Prima untuk Periode Ta F\ 010 dan Periode Tahun 2010 .
Dae ara yang diputus ele ‘~ s.. rsaingan HU)
ini, pi ak yang menjadi te adal af ag kut:
a@udal donesia: P vf&‘ donesia (Pe o),yargdl
Gedung Garuda Indo al

a 00 %
b. PT Gaya B« iant , ":- 3 D|an ang beradlamat di

Jala s , Bantul,

j eralamat di Jalan Prof.

persetljuan perpanjang

c. PT Uskarindo Us W

Dr. Latumenten No. 7R ta 1132

8 putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Perkara Nomor : 23/KPPU-
L/2010, hal.1
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3.1.2 KasusPosis

Paket Give Away Haji merupakan permintaan dari Kementrian Agama
yang biayanya dibebankan kepada komponen biaya tiket pesawat yang dibayarkan
Kementrian Agama kepada PT Garuda Indonesia **° Give Away Haji adalah
barang complement dari PT Garuda Indonesia untuk Jemaah Haji dari Indonesia
yang dilaksanakan sgjak mengangkut Jemaah Hgji khusus dengan sistem kuota di
mana dengan menggunakan Give Away Haji, pihak Kementrian Agama
menginginkan adanya keseragaman tas
Garuda Indonesia dal ? Indonesia.'® Spesifikasi
Give Away Hau‘ fﬁ ‘4} gi tahun 2008

(sebelumnya),

aah Haji Indonesia dan membantu PT

da Indonesia

kepada m at 7 (tujuh)
hari Ki ' gal berita ini/di ' kan berita
acau&arifikmo i ' janj gadaan Give

un 2(&/20& : ﬂerapa hal

ikut:
‘ Isepakati kontrak‘ﬁ Janji e|j)e'r jang untuk kebutuhaq!ive Away
‘|aj| periode tah O‘ ahun 2010 (perpanjangan kontrak

"'h

@a\speaﬂkas Give

kecuall untuk warna akan

s CAS
I. ip&ﬂahu yﬁm

disampaikan PT.@;ude’d@'a kepada PT-Gaya Bella Diantama
dan PT Uskarindo Prlma paling lambat 7.(tujuh) hari kalender sgjak
tanggal beritaacaraini ditandatangani.

I. PT Garuda Indonesia meminta kepada PT Gaya Bella Diantama dan
PT Uskarindo Prima agar label Give Away Haji kualitasnya
ditingkatkan atau minimal sama dengan label Give Away Haji tahun
2008.

%9 pid, hal.11.
160 | pid.
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iii. Jumlah estimasi kebutuhan Give Away Hagji Tahun 2009
diperkirakan masih sama dengan jumlah kebutuhan Give Away Hgji
tahun 2008.

iv.  Apabila ada penambahan/pengurangan akan diberitahukan secara
tertulis kepada PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima.

v. Time Frame distribusi Give Away Haji 2009 ke Kanwil-Kanwil
K ementrian Agama paling lambat tanggal 20 September 2009.1%

over dapat dilakukan
rr‘) gan antara lain

maksimum &am‘ 3

kudlitas barand yang baik,

di nyatak@“has‘ﬂ
olei‘

| ndonea a

supplier yang

h galdebih ga
Neaficids Harga

aru?j

Diantama
ditetapkan
erjanjian

erltaAg\ra Klarifi

‘ 'Pada bulan April f anjangan

konl‘ Give Away H n' oc‘e n=2009/2010 dan per ode tahun

4
20 dengan PT @dﬁ‘ﬂ Uskarindo  Prima.*

Perpanjan ontr PT Uskarindo Prima

melalui proses {M 0 &F". i Atersebut tidaklah

sesuai dengan‘Ee-( sebagaim (dalam Pesal 9 ayat 2 SK Nomor:

JKTDZ/SKEP/50014/09 (PW PT_ Garuda Indonesia dalam

mel akukan pengadaan barang dan jasa).

janjian

ndonesia mel akukan

3.1.3 Fakta-Fakta Hukum dalam Penunjukan L angsung Give Away Haji
Landasan hukum PT Garuda Indonesia dalam melakukan pengadaan
barang dan jasa adalah Manual Contract Renewal Work Instruction, Peraturan
Menteri Negaa BUMN  No.Per-05/MBU/2008 dan SK  Nomor
JKTDZ/SKEP/50014/09 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

181 | bid, hal.6.
182 | bid.
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di Lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero).'®® Pada tanggal 17 Februari 2009,
PT Garuda Indonesia mengirimkan surat undangan kepada PT Gaya Bella
Diantama dengan Nomor: GARUDA/IBG-2008/09 dan juga kepada PT
Uskariondo Prima dengan Nomor Surat: GARUDA/IBG-2007/09 perihal
Klarifikasi dan Negosias yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18
Februari 2009 pukul 14.00 WIB bertempat di Gedung Menara Cardig Lantai
Mezanin Jalan Raya Halim Perdana Kusuma Jakarta sesuai dengan Berita Acara

Klarifikas dan Negosiasi Harga Perp an Perjanjian Pengadaan Give Away
Haji Tahun 2009/2010 t

‘l dari pertemuan tersebut
disepakati beberape

a) Dis@a. janji Give Away

an kontrak

eS|f| ji ) sama d as Give
nya) kecuali
do‘n a kepada PT Gaya B

bat 7 (tu1 uh) hari kalender sgjak

na akan

disampai kan Dlantarna

;" |

dan PT Usk d"Jr pAl
l tanggal b ?

in
p-yﬁﬁ')ﬂﬁor y “Haji kualitasnya

diti a‘lgan label Give'Away Haji tahun
2008\ ' - —
iii.  Jumlah_estimasi kebutuhan Give Away Hai Tahun 2009

Bella Diantama dan

diperkirakan masih'sama dengan jumlah kebutuhan Give Away Hgji
tahun 2008.

iv.  Apabila ada penambahan/pengurangan akan diberitahukan secara
tertulis kepada PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima.

v.  Time Frame distribus Give Away Haji 2009 ke Kanwil-Kanwil
Departemen Agama paling lambat tanggal 20 September 2009.'%*

183 | bid, hal. 20.
184 | bid, hal. 6.
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Berdasarkan Berita Acara Persetujuan Perpanjangan kontrak pengadaan
Give Away Haji Untuk Periode Tahun 2009/2010 dan Periode Tahun 2010/2011
pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2009, yang menjadi dasar pertimbangan
pembahasan adalah:
a) Perjanjian Nomor: DS/PERJDC-3129/07 tanggal 19 Juli 2007 antara PT
Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama perihal Perjanjian
7-2008 dan Tahun 2008-2009 untuk

8 S/PERJ/AMANDI/ DC-

130W i 2007 antara

Pengadaan Give Away Haji T
Paket B dan C,

ANDII/DC-
r: 00/GBL-Gi ﬂ Haji/1/09
ggal 8 Januari 206 e ‘ o nan Perpanjangan Ko ontl

d) ¢urat PT Uskarine 'a UP/XII/2008 tanggal 24 Desember

A ] \
e WTCW % Januarl 2009 perihal
aﬂpﬂfr
gga Perpanjangan Perjanjian

f) Berita Aﬂa ifik

antara PT Garuda In@ﬁaﬁ@'ﬂ Gaya Bella Diantama tanggal

18Februari 2009.
0) Berita Acara Klarifikasi® dan, Negosiasi ‘Harga Perpanjangan Perjanjian

PT Gaya dla

C)
an

antara PT Garuda Indonesia dengan PT Uskarindo Prima tangga 18
Februari 2009.'%

Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Nomor: DS/PERJDC-3129/07 dan
Perjanjian Nomor: DS/PERJDC/3130/07, perpanjangan/roll over dapat dilakukan

maksimum sampai 3 (tiga) kali perpanjangan dengan pertimbangan antara lain

185 | bid ,hal. 7.
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kualitas barang yang baik, harga tetap atau |ebih rendah dan kinerja supplier yang
dinyatakan baik. Hasil assessment terhadap kinerja PT Gaya Bella Diantama dan
PT Uskarindo Prima dinyatakan cukup baik di atas standar yang ditetapkan PT
Garuda Indonesia. Harga lebih rendah dari harga perjanjian lama (ref Berita
AcaraKlarifikas dan Negosias Harga Perpanjangan Perjanjian Give Away). Atas
pertimbangan tersebut, pada bulan April 2009, PT Garuda Indonesia melakukan
perpanjangan kontrak Give Away Haji untuk periode tahun 2009/2010 dan periode

tahun 2010/2011 dengan PT Gaya Bella tama dan PT Uskarindo Prima.®

ﬁ 5 Tahun 1999

nes Give Away
I Qayat 2
moi adl PT Gaya

a danﬁ' Uskari gadllan

= w 4
a;tk;it proses hul‘n di tahap Kasasi kamah Agung

y I perkara
p ngkolan horlzontall sz Away Haji, namun N Garuda
Indo‘a tidak melih k | qpermasalahan hukum PT Gaya

N@P dan tetap = menyetujui

167

it
Bel vtﬂfama dan ‘J
perpanja:y(ontrw.aan-@'

j “hal tersebut dan

mengklarifikasi ﬂ‘n( 0ses 'al'rgqn_kontrak, padahal PT Garuda
Indonesia_pernah “dipanggil %a&'perkara KPPYNomor' 09/KPPU-
L/2008. Selain itu, PIL.Gaya Bella Diantama dan PT. Uskarindo Prima telah
menyampaikan hasil putusan PN Jakarta Barat kepada PT Garuda Indonesia.'®®
Seharusnya PT Garuda Indonesia mengetahui dan mempertimbangkan Putusan
KPPU dan Mahkamah Agung yang menyatakan PT Gaya Bella Diantama dan PT
Uskarindo Prima telah melakukan persekongkolan horizontal dalam

186 | bid, hal. 8.
187 | bid, hal. 34.
188 hid, hal. 16.
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memenangkan Tender Give Away Haji Tahun 2007, dan menunggu kepastian
hukum terhadap PT Gaya Bella Diantamadan PT Uskarindo sebelum melanjutkan
perpanjangan kontrak (Amandemen) untuk pengadaan Give Away Haji untuk
periode 2009/2010 dan 2010/2011.

PT Garuda Indonesia seharusnya membuka proses tender agar diperoleh
penawaran dari pelaku usaha lain yang memiliki kompetensi yang sama dengan
PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima.'®® Dalam melakukan negosias
harga, PT Garuda Indonesia diduga tid
apabila PT Garuda Inw s hukum yang tengah
dijalani oleh PT‘y la 7 n*a aka PT Garuda
Indonesia ‘a;.nemb u alain untuk
memberi ' i
Gar

an penjel i
;Ll 2007 h@gam
Give Awayaay ini
ﬁhalan biaya p/ ksi

har ah termasu
H&u?li%I ri d%g&nper

Rp5.000

disepakati pada perp gan, Zaltu ga yang disepakati antara PT

Garuda Indonesia dengan P'I;@ayaﬁ&rantama dan-PT Uskarindo Prima

belum termasuk dalam kategorl harga yang ‘menguntungkan karena dengan

emperhitungkan harga pasar, padahal

selama kurun

aﬂku untuk

jelasan dari

e Away. Hagji yang terd I dari Tas
eﬁar Rp119.889,00 per set dan
?ga 1 (satu) set Give Away
aspor bisa mencapai

urtinan harga yang

keuntungan sebesar 10% dari harga yang ditawarkan pelaku usaha lain, maka PT
Garuda Indonesia masih bisa membeli “paket Give Away Hagi sebesar
Rp131.877,90. Seharusnya PT Garuda Indonesia dapat memperoleh harga satu set
Give Away Haji sebesar Rpl131.877,90 apabila proses yang digunakan dalam
menentukan rekanan adalah proses tender.*”*

%9 1bid, hal. 19.
170 | bid,hal. 16.
T 1bid, hal. 17.
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Asums harga Give Away Haji untuk semua embarkas sebesar
Rp131.877,90,00 dan dengan asumsi jumlah Jemaah sama seperti tahun lalu untuk
setigp embarkasi total sebanyak 109.847 Jemaah, maka terdapat penghematan
harga sebesar Rp864.290.519,00 per tahun apabila proses yang digunakan dalam
menentukan rekanan oleh PT Garuda Indonesia menggunakan proses tender,
sehingga terdapat pelaku usahalain yang memenuhi standar kualitas untuk produk
barang dalam paket Give Away Haji. Dengan demikian, proses penunjukan
langsung oleh PT Garuda Indonesi

im

ya|tu mel utk k Iksaan lanjutan.
PPU menilai peff

‘engecuallan unc
# dari Ment
aanWJ

Give AVE(WWTJ @

oleh Kem“r@;am K Uﬂalndoneaa.
C. KPPU menilai, yang W!Msangkutan adalah pengadaan Give

Away Haji untuk periode 2009/2010 dan 2010/2011.

d. KPPU menilai dengan® perpanjangan’ kontrak yang tidak memenuhi
peraturan internal Pasal 9 ayat 2 SK" Nomor: JKTDZ/SKEP/50014/09
membuat tertutupnya kesempatan kepada pesaing potensial.

e KPPU menilai produk paket Give Away Haji adalah spesifikasi khusus,

idaklah sesuai dengan persyaratan

sebagaimana diatur dal

ndo Prima
4 dan 37
ksa telah

b.

y Haji, tidak termé k™ dalam
l\‘). ahun 1999 karena pendelegasian
ﬂ‘ﬂ?l ndonesia hanyarsebatas

pembiayaan Paket
a§yang dibayarkan

sehingga tidak adanya harga pasar untuk produk paket Give Away Haji
menyebabkan tidak ditemukannya harga pasar yang lebih baik.

2 1bid, hal. 18.
173 bid, hal. 37.
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KPPU menilai terdapat kelebihan uang pembayaran sebesar
Rp7.075.620.468.41,00 (Tujuh milyar tujuh puluh lima juta enam ratus
dua puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) yang diterima oleh
PT Garuda Indonesia yang seharusnya dikembalikan kepada Jemaah Haji.
KPPU menila unsur pelaku usaha tertentu terpenuhi dengan menilai
adanya perusahaan pesaing potensiadl yang tidak dapat mengikuti
mekanisme proses tender.
KPPU menilai praktek diskrimi

i, terpenuhi karena PT Garuda Indonesia
tetap memperp
Dlantam‘

i wma dan PT Gaya Bella
a‘a\ t} Pasal 9 ayat 2
SK]O.JK-TD -

menilai unsur ' tm : hi ‘karena telah

a}angnelaw u tindakan
mk al, sehingga
uat pJng potensia tidak afmengl kuti ender.'"

pelaku usaha il Garuda
onesia memperpanj angan kontrak
ﬁadaan lee‘

@ dengan ketentuan SK
g JKTWQM m salngan useha tidek

‘L-

3.1.6 Pembelaan P‘T"Garuda,bd.o#,h‘dskarmdo Primadan PT Gaya

Bella Diantama.dalam Persdangan
Pembelaan yang dilekukan eleh PT Garuda Indonesia, PT Uskarindo

Prima dan PT Gaya Bella Diantama berdasarkan pada fakte-fakta hukum adalah
sebagal berikut:

a)

PT Garuda Indonesia sudah memperlihatkan itikad baiknya untuk
melakukan perubahan perilaku dalam perkara aquo sesuai dengan aturan
Pasal 37 Perkom 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

4 1bid., hal. 31.
15 | bid, hal. 31.
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d)

allkan 'darl ket ‘1
estinya PT uda n ja di
d) Undang- Undan by n 13
C) ‘ erkait dengan pe 19 huruf (d) Undang-Undang No.

‘ un 1999

92

Upaya untuk melakukan perubahan perilaku ini sudah PT Garuda
Indonesia sampaikan melalui surat No. GARUDA/JKTDI-20055/10
tanggal 3 Mei 2010, sedangkan surat No. GARUDA/JKTDI-20055/10
tanggal 3 Mei 2010 dikirimkan pada saat pemeriksaan pendahuluan masih
berlangsung. Maka dengan adanya penyampaian surat tersebut, PT Garuda
Indonesia sudah beritikad untuk melakukan perubahan perilaku dan
seharusnya Pemeriksaan Lanjutan tidak perlu dilakukan.

rangka melaksanakan

i g}\l 13 Tahun 2008
ji iubah dengan
an'Undang: . 19 Tahun

depg huruf (a)

- ndang N onesia dapat
sudah

19 huruf

an dari tuduh

| Wang dilakukanvoleh PT

Indo enjak pemeriksaan
hingga fw ﬁt&ggal 8 Oktober
2010, Ti |k§1 PPY ‘éﬂ'tldak pernah” memberitahukan

dan' menyatakan sapaaelakﬁ%‘tertentu yang-menerima perlakuan
diskriminasi dari.PT Garudalndon&sla

Terkait dengan angka 3-urufyl daris.L HPL, perkara aquo, seharusnya Tim
Pemeriksa KPPU dapat menjelaskan dasar perhitungan harga Give Away
Haji sebesar Rp. 131.877,90 sebagai harga yang wajar diterima oleh PT
Garuda Indonesia, padahal PT Garuda Indonesia tidak pernah menerima
surat penawaran, baik secara lisan maupun tertulis, dari pihak manapun
berkaitan dengan harga sebesar Rp. 131.877,90 tersebut.

Penggunaan local content sebagaimana disampaikan pada LHPL Huruf F
halaman 9-10 dalam perkara aquo adalah tidak relevan dengan tuduhan.
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9)

h)

\‘?kaltan deng gka SiHuruf H yang mer ﬂan bahwa
abrik dan aset m|I J iantama telah disita dilelang,

¢T Garuda Ind

93

Tidak relevan karena objek pengadaan dalam perkara aquo adalah Tas
Haji (Give Away), sehingga apabila bahan baku tas (seperti polyester,
kawat dan zipper, dil) tersebut dibeli oleh pihak PT Gaya Bella Diantama
dan/atau PT Uskarindo Prima selaku vendor dari pihak ke-3, maka hal itu
tidak dapat ditafsirkan sebagai pengalihan kepada pihak ke-3. Karena di
dalam kontrak pengadaan antara PT Garuda Indonesia dengan Vendor (PT
Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima) jugatelah diatur mengenai

pengalihan pekerjaan kepada fpihak ke-3 serta batasan-batasannya.

‘t tang Pedoman
N. di dalam
N untuk

Terlebih lagi Ti i i dasar Peraturan Menteri

alan »local
kan.oleh PT

a Indoréa

bukanr‘\

r ahomelakukan due dln'gence atau
w{mgan ke Io C@‘D@‘T&’n
ue gence‘;aw;BT—G da

-

Garuda hﬂn 'Jt
secara tertilis melalui suret Pf;ﬁaalndonwa N GARUDA/JKTDI-

20080/10 tanggal.17 September 2010.
Karena PT Gaya Bella‘Diantama_hanya, melakukan sebuah penawaran

a dan |1, dan dari hasil
bahwa pabrik-pabrik
&ahpal kan olen PT
|m Pemeriksa KPPU maupun

biasa, maka kriteria dan dasar hukumperpanjangan kontrak kerja oleh PT
Garuda Indonesia (Persero) kepada PT Gaya Bella Diantama adalah hak
mutlak PT Garuda Indonesia (Persero), dengan pertimbangan-
pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tentang adanya harga Rp119.889,00 per set yang dijelaskan oleh PT
Seruni Indah, hal tersebut juga merupakan hak mutlak PT Garuda
Indonesia (Persero). Akan tetapi, perlu ditelaah Iebih lanjut apakah benar
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harga tersebut sudah pernah ditawarkan kepada PT Garuda Indonesia
(Persero) sebelum diadakan perpanjangan kontrak atau muncul setelah ada
laporan.

) Berdasarkan ketentuan SK No. JKTDZ/SKEP/50014/09 dan Contract
Renewal Work Instruction tidak dijelaskan secara rinci klausul mengenai
penggunaan local content dan larangan untuk mengalihkan pekerjaan
kepada pihak ketiga, sehingga keterangan dari pihak PT YKK Indonesia

aaguo dan harus dikesampingkan.

eriode Tahun 2009/2010

albulan April 2009,

ada Putusan
kracht van

tidak adarelevansinya dengan p

)

ut hukum

a sudah ‘kl pabrik

nya telah dil PT BNI
karena . sudah ada bicaraan
dan fakta membuktikan bahwa PT

m@nkan due diligence”©len

dan Rekan,” yang

keuangan y g m
‘1Persero) Thk  addl

‘ermasal ahan int - .~=

i& Bella Dlal‘aﬁj
gl o JE
d|tanda¢26ype6a<r8 t‘ \Pembktian tersebut di
atas oleh"KPPU tidakl JMB‘SBI ama pemeriksaan aquo tidak
pernah dil akukan meM‘(pi aatsonderzoek).

) Pada Bagian I11_Huruf E, Angka2 halaman 8:dan 9 dari LHPL, memang
benar KPPU telah mengeluarkan Putusan atas Perkara No. 09/KPPU-
L/2008, namun perlu kami tegaskan bahwa saat ini PT Uskarindo Prima
telah menggukan Permohonan PK ke MA RI dan apabila MA
mengabulkan Peninjauan Kembali dari PT Uskarindo Prima, maka seluruh
is pada Bagian Il Huruf E, Angka 2, halaman 8 dan 9 dari LHPL
dianggap tidak ada dan seluruh isi keputusan yang mendasarkan pada hal

ini haruslah dianggap tidak ada.
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m) Bagian IV Huruf A Angka 7 dari LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan
bahwa pelaku usaha lain memberikan penjelasan kurun waktu 2007-2009
terjadi penurunan harga bahan baku, namum dalam proses inzage yang
dilakukan tidak ada bukti materiil atau data penunjang yang menegaskan
bahwa memang ada penurunan harga bahan baku, yang didapatkan
hanyalah keterangan PT Seruni Indah dalam pemeriksaan di KPPU.
Mengingat PT Uskarindo Prima dan PT Gaya Bella Diantama tidak dapat

melakukan pemeriksaan slang t ap saksi tersebut dan Tim Pemeriksa
menganggap p agal suatu kebenaran,
mensomir Tim

valid yang

-

n) ‘,T Mma [ elahretﬁlmap
, Garuda Indenes uranganh
OO Y A harga y ntuk ctam”l;;\
i gan PT Garu
enurunan dari harga‘ elumnya

(but terjadl iasi
‘ indo Prima k‘
ﬁlkarenakan per t tahun %hmgga PT" Uskarindo

a berani m i g seharusnya diperol eh,

?gat bWan.harg ah
hargab mr g'stabil.
0) BerkaltanQn diskrimin HTndo Prima.menegaskan bahwa

pihaknya tidak mMMan apapun untuk  melakukan

diskriminas _mengingat penentuan supplier.. adalah kewenangan

ntrak dari

a. Harga

esia. PT

arkan oleh pemasok

sepenuhnya dari PT Garuda Indonesia.*™®

176 | bid, hal. 24-28.
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3.1.7 Putusan KPPU
KPPU dalam perkaraini memutuskan sebagai berikut:

a. Menyatakan PT Garuda Indonesia (Persero), PT Gaya Bella Diantama, dan
PT Uskarindo Prima terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal
19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Menghukum PT Garuda Indonesia (Persero) untuk membayar denda

sebesar Rp1.000.000.000 (Satudmiliar rupiah) yang harus disetorkan ke

Pelanggaran di Bidang
er’o i as Persaingan

dengan D aan 423755

mela
Y | K me
: &il.ooa%f; N/

e Ul

a sebesar

Bidang
saingan

gan kode penerinL 423755
g Persaingan Usaha).
Wl\-mé’nbayar denda sebesar
,wyang disetorkan ke Kas
‘a geran di Bidang
Peraalqgaiuﬁ & retari A" Komisi' Pengawas Persaingan

Usaha melalui bankaemeﬂahﬁngan kodepenerimaan 423755
(Pendapatan DendaPeIan‘g‘g(aran di Bidang Persaingan Usaha).

e Menghukum PT Gaya.Bella\Diantama dan PT Uskarindo Prima untuk
tidak mengikuti tender di lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero) untuk
jangkawaktu 1 (satu) tahun sgjak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

f. Memerintahkan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) untuk
mengembalikan kelebihan jumlah pembayaran biaya transportasi,
khususnya komponen Give Away Haji kepada Jemaah Haji Indonesia
sgiumlah Rp. 7.075.620.468,41 (Tujuh milyar tujuh puluh lima juta enam
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ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dan empat

puluh satu sen) melalui Kementerian AgamaRI. '’

3.2 Analisis Persetujuan Perpanjangan Kontrak Pengadaan Give Away
Haji Periode Tahun 2009/2010 dan Periode Tahun 2010/2011

3.2.1 Analisis Mekanisme Perpanjangan Kontrak Penunjukan Langsung
Pada perkara ini, KPPU menilai proses penunjukan langsung oleh PT

Nomor: JKTDZ/SKEP/50014/09, di

JKTDZ/SKEP/50014/09

an/atau sedang
a t»dd’ dalam proses

ja tidak

negos as

Garuda Indonesia tidak sesuai dengan

an hal ter
kontr! Padahal

onesia men ahw

fl(ta yang t snya PT

iantama dan do Prima
dalam proses peng’ an Garuda Indonesia pe& menjedi
&ak‘rkaltan dengan orlg horizontal antara PT ‘Gaya Bella

antamagten PT Usk aﬁ'kPPU Nomor. 09/KBPU-

L/2008. A tet erpanj ang kontrak

pengadaan Gl\MW/ pMd pada bulan

September 2009‘! kara penc z'aagiﬂ ay-Ha,. masih berada pada tahap

Kasasi perkaradi Mahkamahwmg’ A

Menurut pendapai: penelltl pertimbangan KPPU, tersebut kurang relevan
ddam meihat kesalahan® PT Garuda Indonesia karena SK  Nomor:
JKTDZ/SKEP/50014/09 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 yang berfungsi untuk pengadaan
internal yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (BUMN), padahal secara nyata
dan jelas pengadaan Give Away Hai adalah amanah berdasarkan Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2009 yang kemudian

ditindaklanjuti oleh Depagri dengan mengirimkan rencana dan spesifikasi

7 1bid, hal. 52.
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transportasi udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1431 H yang mengatur mengenai
Give Away Haji.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kepres No. 80 Tahun 2003 ditegaskan bahwa
pengaturan pengadaan barang/ jasa pemerintah dari dana APBN apabila
ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri harus tetap berpedoman serta tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini (Keppres No.
80 Tahun 2003). Sehingga Pertimbangan KPPU tidak relevan apabila membawa
SK internal yang ada dalam PT Garud
Haji bukanlah pengad
Indonesia sasu‘i :
dilaksanakan L. peny
dituduhk alah sesuai deng
mel

onesia karena pengadaan Give Away

s dil

an p jangan
dﬂuan yﬁg diatur
80

P a (5) Kepr‘ €

elangan umum p
sifat kompleks. Makna kompleks
-

\eﬂp@o 80 Tahun 2003; yaitu
| dan/atau unyal risiko tinggi
S abernilai di atas

pekerjaan memex|ukan, teknol
dan/atau mengMM,pﬂr

g
Rp50.000.000,0 uluhfuta UA
- o

Pada perkara peng@an;»fhway Haji,«nilai pagu sebesar

Rp15.111.755.000,00 (lima belas milyar seratus sebelas juta tujuh ratus lima
puluh limaribu rupiah), yaitu jelas diatas nilai' Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah), maka berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Kepres 80 Tahun 2003 seharusnya
PT Garuda Indonesia melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa
dengan metode pelelangan umum dan tidak boleh melakukan penunjukan
secara langsung karena nilai pengadaan Give Away Haji di atas Rp50.000.000,00.
Sehingga menurut pendapat peneliti, persetujuan perpanjangan kontrak Give
Away Haji tidak boleh dilakukan, yang boleh dilakukan adalah dengan metode
pelelangan umum.
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Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 metode pelelangan
umum meliputi:
Pengumumuman prakualifikasi
Pengambilan dokumen prakualifikasi
Pemasukan dokumen prakualifikasi
Penetapan hasil prakualifikasi
Pengumuman hasil prakualifikasi

- 0o o 0 T ®

Undangan kepada peserta yang s prakualifikasi

Pengambilan do le

0 @

ahannya

| I ‘
m

n

0. viasa sanggah

p unjukan peme . V
o Napgesaony N4
Dengang' "%’ ya %penelltl
persetujuan perpé ’ Saruda Ind epada PT Gaya

Bella Diantama P] Karindo dak. . menerap pengadaan
barang dan jasa, yaitu_adi da w i U menurut pendapat
peneliti, pertimbangan putusan KPP, dal an adaan Give Away Hgji

tidak relevan apabila membahas mengenai p tender hanya mendasarkan pada
SK internal PT Garuda Indonesia, yaitu Pasa 9 ayat 2 huruf d SK Nomor:
JKTDZ/SKEP/50014/09.
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3.3  Analisis Pertimbangan KPPU dalam M emutus Perkara
3.3.1 Analisis Pengecualian Pasal 50 Huruf (a) Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 dalam Per panjangan Kontrak Persetujuan Perpanjangan
Pengadaan Give Away Haji
Dalam perkara ini, KPPU memutus bersalah PT Garuda Indonesia, PT
Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima dengan ketentuan Pasal 19 huruf d
Undang-Undang AntiMonopoli. Akan tetapi, sebelumnya perlu dilihat apakah
mekanisme perpanjangan kontrak akan perjanjian yang bertujuan
ang No.13 Tahun 2008

untuk melaksanakan

Ibadah Haji jo‘r :
Tahun 20@ masuk dalam
pengecu a‘huruf(
Undang-
No 1 ahun 200 Jemaah Hagji
In n ahun menjadi
K ) dengan Gar a sero) hanya m engenan
p@( aan pengangku Indonesia. KPPU utuskan
persdjan perpanjang Give Away Haji tldz‘;k termasuk

-
penvw yang diatul 4 \ @g-Undang No. 5 Tahun
1999.

A ‘h—-
Berangy
huruf a UndanQW un
a) Perbuatan ' ’ Al
Perbuatan dalam.hal ini dlanalogl kan dengan kegiatan sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 17 sampai,24 Undang-Undang No 5 tahun 1999. Bila
pelaku usaha dalam meakukan™ perbuatan tersebut berdasarkan

n&r -unsur Pasal 50
er| kut:

kewenangan Undang-Undang atau dari peraturan perundang-undangan
yang secara tegas mendapat delegasi dari undang-undang. Peraturan
perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi pelaku usaha untuk
melakukan perbuatan dan/atau perjanjian, misalnya dalam Peraturan
Menteri tersebut ditetapkan atas delegasi langsung dari Undang-Undang,
maka perbuatan dan/atau perjanjian tersebut walaupun akibatnya tidak
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sgjaan dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha yang
bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Sebaliknya, bila materi
perundang-undangan di bawah Undang-Undang tersebut bertentangan
dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999, maka tidak dapat
diterjemahkan sebagai pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50
huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 1999.

b) Perjanjian

Definisi perjanjian sesuai yanghadirumuskan dalam Pasal 1 angka 7

Undang-Undan i‘ama dengan perbuatan,

IsiyPasal 1 angka 7
t:." Perjanjian
kimengikatkan

ik tertulis

dak tertults

aup
uan M %ksanakan ‘

c)
uan Pasd
0 huruf a Undaf Tahun 1999 mene'én bahwa

om No.5 T un 2009
4 perbuatan dan/ ikecualikan dalam ketentuan pasal
-

ruf a Und alah perbuatan dan/atau

an yW kan perintah dan
kewenaM dl'r ﬁ'& oleh peraturan
perundangn mn -Undang tetapi  berdasarkan

delegasi secara tegas @,unfgbmng untuk.dilaksanakan, Pedoman
membatasi juga.bahwa mel aksanakan peraturan, perundang-perundangan

yang berlaku berupa pemberian kewenangan dan tindakan berdasarkan
peraturan perundang-perundangan yang bukan merupakan pemberian
kewenangan. Untuk ketentuan pasal 50 huruf a harus dibatasi hanya
kewenangan yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang atau pada
peraturan perundangan-undangan di  bawah Undang-Undang yang
berdasarkan delegasi secara tegas dari  Undang-Undang untuk
dil aksanakan. *'®

78 K urnia Toha, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal. 228,
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Pedoman juga menetapkan bahwa pengecuaian yang diatur dalam Pasal
50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 hanya berlaku bagi pelaku usaha
yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah dan tidak dapat diterapkan kepada
semua pelaku usaha. Pengecualian tidak berlaku jika pelaku usaha melakukan
perbuatan dan/atau perjanjian untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah dari Undang-Undang, kecuali peraturan yang dilaksanakan

tersebut berdasarkan delegas tegas dari Undang-Undang yang

bersangkutan. Ketentu iterapkan jika

a janjian karena

perundang-

Give Away Haji ma k dalam
ng No.13 Tahun 2008 karena

@ lanjut dan" merupakan

‘{ urut pendapatf) it
dele‘ yang diatur [

Kepv?No 113/2

perintah d "@tentggu h@uanrd angka (2) Undang-

Undang QyWaﬁf Ibﬁ ﬁo.l . ‘Dijelaskan bahwa

Penyel enggaraan% 'A MI atan pengelolaan pelaksanaan

Ibadah Haji yang meliputi anan, dan-Perlindungan Jemash
dji yang melip W pefayan 0

Haji.

Dengan adanya unsur pelayanan dan perlindungan yang ada pada Pasal 1
angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2008, Keputusan Menteri tersebut boleh
mengatur mengenai Give Away Haji karena sifat dari keputusan Menteri adalah
menyelenggarakan eksternal dan internal yang ada dalam institusi tersebut. Give
Away Haji masuk dalam ranah yang diatur oleh keputusan Menteri Agama karena
menjalankan sesuai asas yang ada dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2008,

yaitu pelayanan dan perlindungan.
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Menurut peneliti Keputusan Menteri Agama masuk dalam peraturan
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
menjelaskan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yaitu :

a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;

ayat 1 tersebut
diakui k 1" erintahkan
7 ayat 4
enteri® masuk

gun

No. 10
or| dI! ui keber
undang-

Dokrin Udl
an adalah peraturang gdi i
Menten Aga I' TLh 009 termasuk kategof peraturan

Und
engikat.

! )
Pada p&l‘w PU di ﬂ;‘WN‘é'rgenal Pasal 4 dan 37 Peraturan
Komisi PengaNas"Persamg Tahun 20067 tentang Tata Cara

Penanganan Perkara. PIL Garuda Indonesia menyatakan sudah memperlihatkan
itikad baik dengan menyampaikan melaui surat. No. Garuda/JK TDI-20555/10
yang dikirimkan pada saat pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan perubahan
perilaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 4 dan 37 37 Peraturan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan
Perkara, sehingga dengan demikian menurut PT Garuda Indonesia tidak perlu
dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Menurut pendapat peneliti, tindakan dari KPPU sudah tepat karena
pemeriksaan lanjutan tidak perlu dilakukan apabila terlapor menyatakan bersedia
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mengubah perilaku, yaitu dengan dilakukannya dengan membatalkan perjanjian
dan/atau menghentikan kegiatan dan/atau mengehentikan penyalahgunaan.
Berdasarkan Pasal 4 Perkom No 1 Tahun 2006 dijelaskan tim pemeriksa
pendahuluan mempunyai tugas mendapatkan pengakuan Terlapor berkaitan
dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau bukti awal yang cukup
mengenal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor serta
merekomendasikan kepada Komisi untuk menetapkan perlu atau tidaknya
eneliti, tindakan KPPU sudah tepat
Garuda Indonesia tidak

dilakukan pemeriksaan lanjutan. Men

melanjutkan ke tahap
menghentikan l‘at ive Away Haii,
kan pasal 37

ut ke tahap

Bersa{ kut ‘

membuk an z\ yang pengaturan ggunakan
p*ﬁle of reasor’ harus ditegaskan ﬁ mengenai
p@sangkutan d l' . bersangkutan adalah“pasar yang
ber gan jangk‘ 6@\ i barang dan/atau jasa
tersebut dmaer 1 @ S ditentukan untuk

menentukan CW i p\duk (barang dan
jasa) dan di mensn@o

ay

d'l"l'nakwd dengan produk substitus
adalah produk lain"yang dap tuhan yangrsama dari konsumen,
sehingga barang yang Satu dengan yang lain dapat saling.menggantikan.

1. Pasar Produk (product‘market)

Penentuan cakupan pasar produk ditentukan dengan melakukan
analisis terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat substitusi pada
sis permintaan (demand substitubility) dan faktor-faktor yang menentukan
tingkat substitusi pada sisi penawaran (supply substitubility). Pada sisi
permintaan, suatu produk yang dihasilkan oleh satu atau lebih pelaku
usaha yang berbeda dianggap berada dalam satu pasar yang sama apabila
produk-produk tersebut dianggap saling bersubstitus oleh konsumen
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berdasarkan pertimbangan faktor kegunaan, karakteristik dan harga. Untuk
memenuhi syarat sebagai satu pasar produk yang sama, ketiga syarat
secara urutan tahapan tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Dari segi kegunaan, tas Give Away Haji merupakan barang yang
harus dibeli apabila konsumen ingin melakukan Ibadah Haji. Berdasarkan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 113 Tahun 2009, PT
Garuda Indonesia wajib memberikan Paket Give Away kepada setiap
Jemaah Haji berupa 1 (satu) ko,

Hal ini menunju w roduk adalah Tas Give
i membuat ko Yidak dapat beralih

esar, 1 tas tentengan dan 1 tas paspor.

karakteristik

eputusan

ive Away
arena berfungs untuk melindungi

prakteknya PT Garuda Indonesia
-.r?knjual Tas GiverAway
anjut arakteristik di atas,
ndonesia tidak akan

pen ngkzﬁﬂé yar
membu at beralih tsaha yang lain. Hal ini mengingat

PT Garuda?ﬂernlllkl hw;uwmj ual TasGive Away Haji.

Pendefinisian pasar produk dari sisi penawaran dilakukan dengan

‘M teri Agama‘epub k
‘{1 harus di bell 3
ﬁan melayani J ji
Wpakan satu

tahapan berdasarkan _pertimbangan lama“ waktu dan biaya untuk
modifikasi. Semakin lama waktu dan biaya untuk modifikasi, maka
semakin kecil kemungkinan dua produk berbeda dianggap dalam satu
pasar produk yang sama. Menurut peneliti, secara sis penawaran dan

permintaan, maka pasar produk dapat disimpulkan adalah Tas Give Haji.

Universitas Indonesia

Analisis putusan ..., Rian Hidayat, FH Ul, 2012



106

2. Pasar Geografis (Geographical Market)

Faktor yang dapat digunakan untuk menentukan cakupan wilayah
geografis, di antaranya adalah reputas merek, desain kemasan produk,
kebijakan harga jual, wilayah pemasaran, ataupun pangsa pasar.
Berdasarkan pasar produk yang telah ditentukan di atas dalam perkara
Nomor 23/KPPU-L/2010 adalah Tas Give Away Hagji, maka untuk
menentukan cakupan wilayah geografisnya yang penulis gunakan adalah
33 Undang Undang No.

13 Tahun 2008 3 |Iayah pemasaran
tas Giv , i ia, maka pasar
i iﬁ adaLah vilaya [ embarkasi di

mumang No.

Pr tekdiskrim f '
5 TM 1999 U k ‘semua pelaku a tanpa
| g tercapai. Akan tetabl judul Bab
bahwa ketentuan ini

wilayah pemasaran.

QD

m ngkan batas p.
IV;Baglan ketiga (“Peng
ditu lgepada para

mempengafUhi p

= ya sus mempunyal - kekuatan

g? %@)@ kekuatan pasar
yang sangat su

Dalam’tn mm‘ S‘dudeﬁﬂlskan sebagai-menentukan
dengan cara tidak beralasfr i ang wberbeda-beda atau  persyarataan

pemasokan atau pémbelian barang.. atall jasa’”® Pengliassan pasar dapat

menunjukan posis perusahaan dalamwpeta persaingan yang dapat terkategori
sebagal pemimpin pasar (market leader), penantang (challenger), pengikut

180

(follower) dan nicher. Berbagai wujud penguasaan pasar seperti ini hanya

dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai market power, yaitu pelaku

19 1bid., hal. 296.

180 prosiding seminar, “ Eksaminasi Putusan No. 07/K PPU-L/2007,” Centre for Strategic
and International Studies. (januari 2008), hal .41.
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usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang
dan/atau jasa di pasar bersangkutan.

Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk aspek-
aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja
pasar, antara lain jJumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar,
keseragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pasar.

a. PangsaPasar (Market Share)

Untuk menghitung pangsa dapat dilihat dari jumlah pelanggan

ji di Indonesia. Secara
22,000 Jemaah Haji.

anya volume

(Number of

keselufth
Seldin i,

' [ : delapan milyar
bu).

ber gll.rtan berd ‘ekonomi

an tingkat konsentrasi inggi karena
‘I&)i kondusif bagi para'ﬁaku usaha
monopolisitk yang menyebabkan
w@a ekonomi Tebihbiiruk.

roduk yang rendah.
N\

Berda“k ama No.113 Tahun 2009,

konsentrasi pembelgweﬁaharr sangat besar karena memasok ke
seluruh™ masyarakat Indonaa yang - ingin.beribadah Haji. Dengan

besarnya presentase pembelian, maka besar pula daya tawar.

d. Hambatan pasar
Secara garis besar hambatan pasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
hambatan yang bersifat alamiah (natural atauinnocent entry barrriers)
dan hambatan yang bersifat strategik. Dalam hal ini hambatan
pasarnya alamiah sesuai dengan yang diatur di Keputusan Menterei
AgamaNo. 113 Tahun 2009 yaitu monopoli secara aamiah.
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Berdasarkan pangsa pasar, konsentrasi pasar, konsentrasi pembeli dan hambatan
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia memiliki pangsa
pasar yang besar.

3.3.5 Pelanggaran Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
3.3.5.1 Pelaku Usaha Tertentu

Berdasarkan definisi dari pasar bersangkutan, maka perusahaan pesaing
potensial PT Uskarindo Prima dan PT a Bella Diantama adalah perusahaan
yang telah memberi kan‘ T Garuda Indonesia dan
mampu memen‘ u uk‘ ‘nd am paket Give

Away Haji‘).i i entu-ini tu. perusahaan

pesaing jal. Dalam kasushini erusahaan
yangdi gwak u 1 ) sangkutan
per enj ekanan n‘ i [ at mengikuti
pr dan mgadl peru i‘an tetapi,

K putusann menuru it Jgas Slapa
apegal ng poteng dal | It

2233:5;:;@@2*

W ar. PU-L/2004 tentang
Perkara Dlvestaaﬂe(‘ Larg ﬂj&k‘WLCC) yang telah mempunyai

kekuatan Hukum tetap, yanMaF@gm praktek-diskriminasi adalah
tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk

mendapatkan kesempatan yangSama:, Selain itu, praktek diskriminasi tidak selalu
berarti tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda tapi juga berupa tindakan,
sikap, dan perlakuan yang seharusnya. Ketika pelaku usaha melakukan praktek
diskriminas artinya termasuk menolak sama sekali melakukan hubungan usaha,
menolak menyepakati syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain, di mana pelaku
usahalain diperlakukan dengan cara yang tidak sama.

Menurut pertimbangan KPPU, PT Garuda Indonesia seharusnya tidak

memperpanjangan kontrak persetujuan perpanjangan Give Away Haji karena PT
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Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo sedang dalam proses pengadilan.
Menurut pertimbangan KPPU, PT Garuda Indonesia tidak melihat Pasal 9 ayat 2
huruf d SK Nomor: JKTDZ/SKEP/50014/09, yaitu pedoman internal PT Garuda
Indonesia dalam menjalankan pengadaan di lingkungan PT Garuda.

Berdasarkan fakta yang terjadi, seharusnya PT Garuda Indonesia
mengetahui PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima sedang dalam
proses pengadilan karena PT Garuda Indonesia pernah menjadi saksi berkaitan
dengan perkara persekongkolan horizontal, antara PT Gaya Bella Diantama dan
PT Uskarindo Prima dalam Perkara K PPU Nomor 09/KIPPU-L/2008. Akan tetapi,
PT Garuda Indonesia dalam ‘perkara ini tetap memperpanjang. kontrak tersebut
pada bulandApril 2009 padahal pada bulan September 2009 perkara pengadaan
Give Away Haji ‘masih berada padatahap Kasasi<di Mahkamah Agung.

Menurut pendapat peneliti, yertimbangan: KPPU kurang relevan apabila
mengaitkan praktek diskriminasi“berdasarkan SK 'interpal karena SK ersebut
mengacu pada Peraturan M enteri Negara Badan/Usaha Milik'NegaraNomor PER-
05/MBU/2008 yang berfungsi ‘'untuk pengadaan internal yang dilakukan oleh PT
Garuda Indonesia (BUMN). Padahal secara nyata dan jel as pengadaan Give Away
Hajivadalah amanah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomoerd13 Tahun 2009 yang mana Sesual. dengan,Pasal 7 ayat 2 Kepres 80 Tahun
2003 menegaskan bahwa pengaturan pengadaan-barang/ jasa pemerintah dari dana
APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri,harus tetap berpedoman
serta tidak boleh“bertentangan” dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.
Sehingga pertimbangan. K PPU_dalam membawa. SK_internal yang ada dalam PT
Garuda Indonesia tidak.relevan karena pengadaan Give Away Haji bukanlah
pengadaan yang diatur untuk kepentingan internal PT Garuda Indonesia, namun
pengadaan ini dilaksanakan untuk penyelenggaran Ibadah Haji sesuai dengan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 20009.

Menurut pendapat peneliti, praktek diskriminasi terjadi karena PT Garuda
Indonesia tidak membuka pelelangan umum dan melakukan pengumuman agar
semua pel aku usaha dapat mengikuti tender. Berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Kepres
80 Tahun 2003, ditegaskan bahwa panitia pengadaan dapat melakukan

prakualifikass untuk pelelangan umum pada pengadaan barang/jasa
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pemborongan/jasa lainnya yang bersifat kompleks. Makna kompleks tersebut
dijelaskan dalam Pasal 1 angka (22) Keppres No. 80 Tahun 2003, yaitu pekerjaan
yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau
menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau bernilai di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pantitia wajib melakukan
proses penilaian kompetens dan kemampuan usaha serta persyaratan
tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran.
gka 22 Keppres No. 80 Tahun 2003,

Ses pemlllhan penyedia

an leh melakukan
eny! Haji di atas

Pengumuw ﬁ p ',V‘

e.
f. Undangan Kepada pese@yanﬂl@fakual ifikasi

o. Pengambilan dokumen Ielang umum

h. Penjelasan

I Penyususunan berita acara penjel asan dokumen lelang dan perubahannya
j. Pemasukan penawaran

K. Pembukaan penawaran

l. Evaluas penawaran

m. Penetapan pemenang

n. Pengumuman pemenang

0. Masa sanggah
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p. Penunjukan pemenang
q. Penandatanganan kontrak

Dengan tidak dilakukannya pelelangan umum, maka menurut pendapat
peneliti persetujuan perpanjangan kontrak oleh PT Garuda Indonesia kepada PT
Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima tidak menerapkan pinsip
pengadaan barang dan jasa, yaitu adil dan tidak diskriminatif, yang

mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat. Seharusnya PT Garuda

: ila_membuka
penawar yali pesaing
pot Sial wa, pada

put K PP el umnya elahddijatuhi
gena ’persekong | unjukan

uhargay tidak ko

m»r a penawaran haf' d sebelum
men‘panjang kontr Prima dan PT Gaya.“Seharusnya
PT v:fl ndonesia @i pelaku usaharpesaing

potensal' ,__—*w

pernah

atau perusahaan |

L“'

3.35.2.2 Harggﬂ@eAzg_/Ha‘\

PT Garuda Indenesia memili kMatan untuk mendapatkan harga Give
Away Haji yang lebih kompetltlf apabila tidak melakukan perpanjangan kontrak

dengan PT Uskarindo Prima dan PT 'Gaya Bella Diantama. PT Garuda Indonesia

sepatutnya mempertimbangkan bahwa pada putusan KPPU sebelumnya PT
Uskarindo Prima dan PT Gaya Bella Diantama telah dijatuhi hukuman mengenai
persekongkolan horizontal dan hal tersebut menunjukan adanya suatu harga yang
tidak kompetitif.

Menurut peneliti, pertimbangan KPPU melihat penurunan harga yang
terjadi di pasaran hanya berdasarkan dari keterangan PT Seruni sgja. Hal tersebut
tidak valid, seharusnya KPPU melakukan survey sendiri dan tidak menerima date-
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data yang diberikan oleh pesaing potensial dari PT Gaya Bella Diantama dan PT
Uskarindo Prima, di mana menurut PT Seruni telah terjadi penurunan harga
kawat, zipper dan bahan pollyster, namun informas ini tidak dapat diterima
karenatelah didahului dengan penunjukan langsung.

3.3.5.2.3 Pengalihan Pekerjaan Pembuatan Paket Give Away Haji
PT Garuda Indonesia dalam melaksanakan perpanjangan kontrak

berpedoman pada Contract Renewal k Instruction, di mana kemampuan

k melakukan pekerjaan
: m ‘) wa tanah dan

telah dilelang

anp

fidh kPPU t

F’] karena
aan antara PT

Indonesia
Uskarindo Prima tﬁ

ke-3 serta batasan-batasanya,

Wek diskriminasi:

rut pe( apat peniliti,
sudah jel

d*j PT Gaya Bedlla If tam

men‘a pengalihan '

whuwﬁwlah local ‘n

mengatur

A ‘ h--
3352, MW
Menurut urunan harga bahan baku
pembuatan ' paket Gl've Away w arusnya. harga paket Give Away

Haji dapat diturunkan_pula dengan signifikan. Berdasarkan dokumen proposal
Tarif - 1430 Hgji PT Garudadndonesia tahun 2009/1430 H yang disampaikan
dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PANJA BPIH komisi VIII DPR RI, Mgelis
Komis menemukan bahwa Paket Give Away Haji termasuk dalam biaya
pelayanan transportasi yang dikenakan biaya sgumlah USD 19.98, di mana
apabila menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar USD
terhadap Rupiah pada tahun 2009 sejumlah RP10.398,35 dan dikalikan USD
19.98, maka didapat harga paket Give Away Haji yang dibebankan kepada setiap
Jemaah Haji Indonesia sejumlah 207.759,03 (dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima
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puluh sembilan rupiah dan nol tiga sen), di mana apabila diambil harga rata-rata
untuk paket Give Away Haji seluruh embarkasi yang dilayani oleh PT Uskarindo
Prima, maka didapat harga rata-rata Rp147.100,00 (Seratus empat puluh tujuh
ribu seratus rupiah), sedangkan seluruh embakasi didapat harga sebesar
139.100,00 (Seratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah).

Apabila beban biaya yang dibebankan kepada setigp Jemaah Haji
Indonesia dikurangi dengan harga rata-rata yang harus dibayarkan, maka terdapat

selisih yaitu 60.659,03 (Enam puluh del ribu enam ratus lima puluh sembilan

rupiah dan nol tiga sen yang dilayani oleh PT
Gaya Bella Dlar‘n : i Qt 51.551 terdapat
selish penﬂ h.puluh lima
Jutaen piah dan empat

etfhan jumiah pem‘ﬁdldapat PT

ndo melalw p Away Haji"

3.3 gaklbatka’Terj di

b Usaha Tidak seff
‘ersalngan usaha

No. a’?m 1999 a«d
keglatan

dengan cara tl% Maﬂf ﬁlk “Garuda Indonesia
kont

delam memper| ‘t—?aya Bella_Diantama dan PT
Uskarindo ‘Prima adalah pelaygaraﬁhbmor JKTDZ/SKEP/50014/09 dan
tindakan tersebut merupakan tmdakan melawan hukum. secara formil. Menurut

Prak Monopoli dan P'ersaingan

-
pasal 1 angka 6 Undang-Undang

-'%ha dalam menjalankan
jasa yang dilakukan

peneliti, pertimbangan KPPU yang menyatakan suatu perbuatan melawan hukum
didasarkan atas ketentuan internal pengadaan yang ada dalam PT Garuda
Indonesia tidak relevan. Seharusnya perbutaan melawan hukum tersebut adalah
akibat PT Garuda Indonesia tidak melakukan proses pemilihan penyedia
barang/jasa dengan metode pelelangan umum dan tidak boleh melakukan
penunjukan secara langsung karena nilai pengadaan Give Away Haji di atas
Rp50.000.000,00 yaitu sebesar Rp. 15.111.755.000,00 (lima belas milyar searuts
sebelas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sehingga menurut pendapat
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pendliti, persetujuan perpanjangan kontrak Give Away Haji tidak boleh dilakukan
secara penunjukan langsung karena tidak sesuai dengan pasal 14 ayat (5) jo Pasal
1 angka 22 Kepres 80 Tahun 2003

AN R
T 8 T
s N

L AN 4
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BAB IV
PENUTUP

Kesmpulan

Berdasarkan analisis penulis, didapatkan kesimpulan sebagal berikut:
Mekanisme proses persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan Give
Away Hgji kepada PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima
untuk periode tahun 2009/2010 dan Periode Tahun 2010/2011 tidak sesual
dengan peraturan yang ada dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003
tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pasal 7 ayat 2 Kepres No. 80 Tahun
2003 menegaskan bahwa pengaturan pengadaan barang/ jasa pemerintah
dari dana APBN apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri harus
tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam
Keputusan Presiden ini (Keppres No. 80 Tahun 2003). Berdasarkan Pasal
14 ayat (5) Kepres No. 80 Tahun 2003, ditegaskan bahwa panitia
pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk pelelangan umum
pada pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang bersifat
kompleks. Makna kompleks tersebut dijelaskan bernilai di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada perkara pengadaan Give
Away Haji, nilai pagu sebesar Rp15.111.755.000.- (lima belas milyar
seratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), yaitu jelas di
atas nilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu,
berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Kepres No. 80 Tahun 2003, seharusnya PT
Garuda Indonesia melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa
dengan metode pelelangan umum dan tidak boleh melakukan

penunjukan secara langsung.
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Dalam putusannya, KPPU memutuskan bahwa para terlapor telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (d)
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Menurut penulis, putusan KPPU telah
tepat, namun terdapat pertimbangan pasal yang tidak relevan yaitu:
a.  Pelaku Usaha Tertentu
KPPU tidak menjelaskan siapa pelaku pesaing potensial tersebut,
padahal jelas pesaing potensial dalam perkara ini adalah PT Seruni
karena PT yang bersangkutan pernah menjadi rekanan PT Garuda
Indonesia sebelumnya, tidak dapat mengikuti proses tender dan
menjadi perusahaan yang melaporkan Perkaraini.

b. Praktek Diskriminas
KPPU keliru dalam mempertimbangkan unsur praktek diskriminasi
karena KPPU beranggapan bahwa praktek diskriminasi terjadi ketika
perpanjangan kontrak oleh PT Garuda Indonesia kepada PT Gaya
Bella Diantama yang melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat 2 SK Nomor
JKTDZ/SKEP/50014/09. Padahal berdasarkan Keputusan Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2009, proses
pengadaan Give Away Haji tunduk pada Keppres 80 Tahun 2003
karena berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kepres 80 Tahun 2003 yang
menegaskan bahwa pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah
dari dana APBN apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri
harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003.
Berdasarkan Pasal 14 ayat (5) pengadaan di atas Rp50.000.000 harus
dilakukan dengan metode pelelangan umum. Selain itu, KPPU tidak
menjelaskan secara komprehensif mengapa pasar bersangkutan hanya
meliputi pengadaan tas koper besar, tas jinjing/tangan, dan tas pasport
bagi Jemaah Haji. KPPU hanya mendasarkan perjanjian antara PT
Garuda Indonesia dengan PT Uskarindo Prima dan PT Gaya Bella

Universitas Indonesia

Analisis putusan ..., Rian Hidayat, FH Ul, 2012



117

Diantama, padaha jelas konsumen tidak dapat melakukan substitusi
kepada produk lain dengan adanya Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia No. 113 Tahun 2009 yang beriss PT Garuda
Indonesia wajib memberikan Paket Give Away kepada setiap Jemaah
Haji berupa 1 (satu) koper besar, 1 tas tentengan dan 1 tas paspor,
menunjukan pasar bersangkutan dari sisi produk adalah Tas Give
Away Haji karena kebijakan ini membuat konsumen tidak dapat
beralih kepada pemasok lain, melainkan konsumen wajib untuk
membeli tas Give Away Haji dari PT Garuda Indonesia yang biayanya
dimasukan ke dalam hargatiket penerbangan Haji.

Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan
Usaha Tidak Sehat

KPPU keliru dalam mempertimbangkan unsur persaingan usaha tidak
sehat karena pertimbangan yang dijabarkan melalui pelanggaran SK
Nomor JKTDZ/SKEP/50014/09 tidak relevan karena SK tersebut
hanya untuk pengadaan internal PT Garuda Indonesia sebagai
BUMN, yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008. Padahal jelas perkara ini
tunduk pada Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana yang
dilandaskan Pasal 7 ayat 2 Kepres No. 80 Tahun 2003 yang
menegaskan bahwa pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah
dari dana APBN apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri
harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan

ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.
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Saran

KPPU dalam mempertimbangkan perkara mengenai diskriminasi tender
dan/atau persekongkolan tender perlu untuk memahami mekanisme
pengadaan tender yang benar di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk
mencapal suatu pertimbangan putusan yang baik dalam menjabarkan
praktek diskriminasi.

KPPU dalam mempertimbangkan mengenai unsur praktek diskriminasi,
perlu menjabarkan secara komprehensif dengan doktrin dan teori hukum
persaingan mengenal struktur pasar. Hal ini diperlukan untuk menjelaskan
mar ket power dari pelaku usaha yang melakukan praktek diskriminasi.
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